RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PETANAHAN
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PETANAHAN
Jalan Soka KM 13 Petanahan Telp. (0287) 6655369
TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam
proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan
akan menjadi bahan pedoman atau acuan dasar bagi pelaksanaan
pembangunan (action plan). Oleh karena itu, perencanaan pembangunan
hendaknya bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat
diterapkan). Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai wilayah
pembangunan dimana terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah,
dapat dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu
proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan
perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu
komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah atau
daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai
sumber yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh,
lengkap, tetapi tetap berpegang pada azas prioritas.

Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Petanahan Tahun 2025 ini
merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang
merupakan penjabaran dari perencanaan lima tahunan yaitu Renstra
Kecamatan Petanahan Tahun 2021-2026. Dimana dalam dokumen Renja
Kecamatan Petanahan Tahun 2025 dirinci program dan kegiatan untuk satu
tahun ke depan (2025).

Petanahan, 11 Juli 2024
Pllt‘CA\MAT PETANAHAN

o
\

GGA,AULIA PRIMANDA, M.Si
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa
setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyiapkan
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut dengan
Renja-SKPD. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen
perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Proses penyusunan Renja
Kecamatan Petanahan mengacu pada kerangka arahan yang
dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Kebumen. Oleh karena itu
penyusunan Renja dikerjakan secara simultan/paralel dengan
penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih
dahulu, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan
evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Petanahan.
Kecamatan Petanahan sebagai salah satu OPD di Kabupaten Kebumen
dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kebumen. Selanjutnya Kecamatan Petanahan
berkewajiban menyusun Renja Kecamatan Petanahan Tahun 2025
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tatacara penyusunan Renja
Kecamatan Petanahan Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
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Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Kecamatan Petanahan Tahun 2025 juga
mengacu kepada rancangan awal RKPD Kabupaten Kebumen Tahun
2025 dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan
Petanahan Tahun 2021-2026. Dalam penyusunan RKPD Kabupaten
Kebumen Tahun 2025, Renja SKPD digunakan sebagai dasar masukan
dalam perencanaan periode satu tahun. RKPD Kabupaten Kebumen
Tahun 2024 disusun sebagai dokumen perencanaan tahun ke - 5 (lima)
dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dengan visi Kabupaten
Kebumen yaitu: “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera,
Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”. Kecamatan Petanahan utamanya
mendukung Misi ke satu RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026
adalah: “Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan
birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov
terintegrasi”.

Renja Kecamatan Petanahan Tahun 2025 sebagai dokumen
perencanaan tahunan merupakan penjabaran dari dokumen
perencanaan lima tahunan yaitu Renstra Kecamatan Petanahan Tahun
2021-2026. Oleh karena itu, target capaian sasaran, indikator, program
dan kegiatan yang akan dicapai dalam dokumen Renja Kecamatan
Petanahan Tahun 2025 harus selaras/konsisten dengan target capaian
yang terdapat dalam Renstra Kecamatan Petanahan Tahun 2021-2026.
Dengan demikian, maka antara Dokumen Renja Kecamatan Petanahan
Tahun 2025 dengan Dokumen Renstra Tahun 2021-2026 merupakan
satu kesatuan dokumen perencanaan yang saling berkaitan antara satu
dengan yang lainnya :

1. Renja Kecamatan Petanahan tahun 2025 merupakan penjabaran
dan berpedoman pada rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten kebumen Tahun 2021 — 2026;

2. Renja Kecamatan Petanahan Tahun 2025 mempertimbangkan arah
pembangunan kewilayahan yang memanfaatkan Sumber Daya
Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) wilayah masing — masing:

3. Renja Kecamatan Tahun 2025 disusun secara partisipasit artinya
rencana disusun bersama sama antara kecamatan, desa, intansi
terkait, masyarakat .

B. Landasan Hukum
Rencana Strategis Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen
disusun berdasarkan regulasi (peraturan perundang-undangan yang
berlaku) guna menjamin kepastian hukum perencanaan maupun
pelaksanaannya. Berikut ini merupakan landasan hukum penyusunan
Renja Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen periode tahun 2025:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,



10.

11.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757):

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010
Nomor 6, Tambahan Lembaran DaerahProvinsi Jawa Tengah Tahun
2010 Nomor 28) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 Nomor 121);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 36);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012
tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 188) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun
2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor
210);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran



Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor
5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2021 Nomor S5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 83);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Petanahan Tahun
2025 ini adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan pembangunan tahunan yang tertuang dalam RKPD
Kabupaten Kebumen Tahun 2025 serta untuk menjamin keterkaitan
dan konsistensi dengan perencanaan pembangunan yang tertuang
dalam Renstra Kecamatan Petanahan Tahun 2021-2026 sebagai
dokumen perencanaan Jangka Menengah (lima tahun).

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Petanahan
Tahun 2025 ini adalah sebagai pedoman penyusunan dokumen
Rencana Kerja (RKA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan
untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di
Kecamatan Petanahan Tahun 2025 sekaligus untuk mengevaluasi
pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Petanahan Tahun
sebelumnya (2023).

D. Sistematika Penulisan

Renja Kecamatan Petanahan Tahun 2025 disusun dengan
Sistematika sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai
berikut:

Bab I. Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksud dan Tujuan
D. Sistematika Penulisan
Bab II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
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C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah
D. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Bab III. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Petanahan
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten
Kebumen
B. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Petanahan
C. Program dan Kegiatan
Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Petanahan
A. Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas
Kabupaten
B. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Petanahan
Bab V. Penutup
A. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
B. Rencana Tindak Lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap Renja Kecamatan Petanahan Tahun 2023
disusun berdasarkan hambatan, permasalahan yang timbul selama
kegiatan berlangsung dan capaian atau keberhasilan yang dicapai dengan
penilaian secara objektip, dari permasalahan, hambatan dan
keberhasilan akan diperoleh suatu gambaran tentang program atau
kegiatan yang dilaksanakan. Hambatan adalah suatu hal yang dapat
menghalangi terlaksnananya suatu program. Pada dasarnya terdapat dua
kemungkinan munculnya hambatan, yaitu faktor internal dan faktor
eksternal. Masalah adalah sesuatu yang dibutuhkan penyelesaian karena
terdapat ketidaksesuaian antara teori yang ada dengan kenyataan yang
terjadi. Keberhasilan suatu keadaan dimana seseorang mampu
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan ketiga kondisi
tersebut kita bisa mengevaluasi program atau kegiatan kemudian
disusunlah suatu program dan kegiatan. Gambaran permasalahan
dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang
masih harus dihadapi Kecamatan Petanahan saat sekarang dan perkiraan
keadaan yang akan datang. Sedangkan capaian keberhasilan dapat
memberikan dorongan dan panduan untuk bagaimana tetap
mempertahankan bahkan meningkatkan capaian yang telah diraih.

Kecamatan Petanahan mendukung salah satu  prioritas
pembangunan daerah tahun 2023 yakni prioritas pertama “Peningkatan
tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang
responsive serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi’. Dalam
rangka menjalankan tugas dan fungsi pada Tahun 2023 Kecamatan

10



Petanahan menjalankan 4 Program, 9 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan dan
anggaran yang disediakan sebesar Rp 2.399.214.000,00 (Dua Miliar Tiga
Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu
Rupiah). Program/kegiatan tersebut telah berhasil dilaksanakan dengan
realisasi keuangan Rp. 2.321.924.873,00 (Dua Miliar Tiga Ratus Dua
Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus
Tujuh Puluh Tiga Rupiah) mencapai 96,78% dan realisasi capaian kinerja
fisik mencapai 100 % dengan rincian sebagai berikut:
1. Hambatan dan Permasalahan yang dihadapi secara umum dalam
pencapaian target anggaran yang telah ditetapkan pada tahun
anggaran 2023 antara lain :

a.

Belanja Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp
1.914.260.000,00 hanya terserap sebesar Rp 1.849.317.997,00
(96,61%). Belanja gaji dan tunjangan ASN tidak bisa terserap secara
optimal dikarenakan adanya satu orang pegawai (Kasi PM) yang
pensiun per 1 Juni 2023 dan jabatan tersebut baru terisi kembali di
bulan Desember 2023.

. Belanja Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sebesar Rp.

2.228.000,00 hanya terserap Rp.1.744.800 (78,31%). Belanja
tersebut tidak dapat terserap dengan optimal karena pada rekening
tersebut ada efisiensi Belanja BBM yang dalam pelaksanaanya
tergabung dengan kegiatan penyusunan program perencaan
perangkat daerah.

Belanja Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan Rp. 2.040.000,00 hanya terserap Rp.
1.800.000 (88,24%). Belanja tersebut tidak dapat terserap dengan
optimal karena menyesuaikan dengan kebutuhan belanja.

. Belanja Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait

dengan Nonperizinan sebesar Rp. 61.522.00,00 hanya terserap Rp.
57.524.890,00 (93,50%). Pada kegiatan tersebut tidak bisa terserap
naksinal karena efisiensi pada rekening belanja jasa tenaga
kebersihan kantor yang semula dianggarkan Rp. 1.677.000,00
perbulan realisasi belanja Rp. 1.161.000,00 perbulan selam 12
bulan.

. Beberapa belanja seperti belanja Listrik dan telepon dalam

perencanaannya hanya dapat diprediksikan dan tidak dapat
dipastikan besaran kebutuhan yang diperlukan;

2. Capaian Keuangan
Realisasi Anggaran Tahun 2023, Kecamatan Petanahan disajikan pada
Tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Realisasi dan Anggaran Tahun 2023
Program/ Realisasi Prosentase
Kegiatan/Sub Anggaran Anggaran Capaian
Kegiatan (%)

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Darah Kabupaten/Kota

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
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Program/
Kegiatan/Sub
Kegiatan

Anggaran

Realisasi
Anggaran

Prosentase
Capaian
(%)

Daerah

Sub Kegiatan
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah

11.952.000

11.885.350

99,44%

Sub Kegiatan Evaluasi
Kinerja Perangkat
Daerah

2.228.000

1.744.800

78,31%

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan
Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

1.914.260.000

1.849.317.997

96,61%

Sub Kegiatan
Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

32.337.000

30.383.956

93,96 %

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/
Penerangan
Bangunan Kantor

2.136.000

2.135.000

99,98 %

Sub Kegiatan
Penyediaan Bahan
Logistik Kantor

14.095.000

14.081.250

99,90 %

Sub Kegiatan
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

7.460.000

7.459.980

100 %

Sub Kegiatan
Penyedian Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan

2.040.000

1.800.000

88,24%

Sub Kegiatan
Penyediaan
Bahan/Material

8.465.000

8.412.000

99,37 %

Sub Kegiatan
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

1.538.000

1.480.000

96,23 %

Sub Kegiatan
Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD

600.000

600.000.

100.%
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Program/
Kegiatan/Sub
Kegiatan

Anggaran

Realisasi
Anggaran

Prosentase
Capaian
(%)

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat

550.000

542.900

98,71 %

Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

25.500.000

23.488.143

92,11 %

Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

6.704.000

6.491.300

96,83 %

Kegiatan Pengadaan Ba
Pemerintah Daerah

rang Milik Daerah

Penunjang Urusan

Sub Kegiatan
Pengadaan Peralatan
dan Mesin lainnya

12.403.000

12.384.500

99,85 %

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharan, Pajak
dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

37.994.000

36.814.575

96,90%

Sub Kegiatan
Pemeliharaan Mebel

1.008.000

1.008.000

100%

Sub Kegiatan
Pemeliharan Peralatan
dan Mesin Lainnya

3.500.000

3.500.000

100%

Sub Kegiatan
Pemeliharaan
/rehabilitasi gedung
Kantor dan bangunan
lainnya

48.210.000

48.184.700

99.95 %

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan

kepada Camat

Sub Kegiatan
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
terkait dengan Non
Perizinan

61.522.000

57.524.890

93,50%
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Program/
Kegiatan/Sub
Kegiatan

Anggaran

Realisasi
Anggaran

Prosentase
Capaian
(%)

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai

Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan
Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
dalam rangka
Memantapkan
Pengamalan
Pancasila,
Pelaksanan, Undang-
Undang Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945,
Pelestarian Bhineka
Tunggal Tka Serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan
Keutuhan Negara
Republik Indonesia

9.000.000

8.826.800

98,08 %

Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan
Fasilitasi, Pengelolaan
Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Aset
Desa

33.785.000

33.458.502

99,03 %

Sub Kegiatan
Rekomendasi
Pengangkatan dan
Pemberhentian
Perangkat Desa

1.000.000

972.400

97,24 %

Sub Kegiatan
Fasilitasi Sinkronisasi
Perencanan
Pembangunan Dearah
dengan Pembangunan
Desa

10.297.000

9.548.720

92,73 %

Sub Kegiatan
Fasilitasi
Penyelenggaraan

9.000.000

8.931.353

99,24 %
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Program/ Realisasi Prosentase
Kegiatan/Sub Anggaran Anggaran Capaian
Kegiatan (%)
Ketentramaan dan
Ketertiban Umum

Sub Kegiatan
Fasilitasi Penyusunan
Perencanaan 28.050.000 28.022.407 99,90 %
Pembangunan
Partisipatif

Sub Kegiatan
Fasilitasi Penyusunan
Program dan
Pelaksanaan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa

104.580.000 104.006.100 99,45 %

Sub Kegiatan

Koordinns:
oordinast 9.000.000 8.918.750 99.10 %
Pendampingan Desa
di Wilayahnya
Jumlah 2.399.214.000 | 2.321.924.873 | 96,78 %

Berdasarkan tabel — tabel diatas:

1. Pagu Anggaran secara keseluruhan Rp. 2.399.214.000,00 (Dua miliar
tiga ratus sembilan puluh sembilan juta Dua ratus empat belas ribu
rupiah) bisa terserap atau terealisasi Rp. 2.321.924.873,00 (Dua miliar
tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah)
yang berarti sisa lebih anggaran (silpa) Rp. 77.289.127,00 (Tujuh puluh
tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua puluh
tujuh rupiah);

2. Kegiatan — kegiatan fisik yang telah direncanakan rata - rata anggaran
bisa terserap antara 92 % (Sembilan puluh dua persen) sampai dengan
100 % (seratus persen) dengan serapan anggaran secara keseluruhan
mencapai 96,78 (sembilan puluh enam koma tujuh puluh delapan
persen) dengan realisasi fisik rata rata bisa tercapai 100% (seratus
persen).

3. Serapan anggaran terendah dicapai oleh kegiatan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah dari anggaran Rp.2.228.000,00 (Dua juta dua ratus
dua puluh delapan ribu rupiah) terealisasi Rp. 1.744.800,00 (Satu juta
tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah) atau 78,31%
(Tujuh puluh delapan koma tiga puluh satu persen dengan raelisasi
fisik tercapai 100% (seratus persen)

4. Keberhasilan

a. Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 dengan
Tahun Anggaran 2022 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada
TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 12,83%. Dengan rincian
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Belanja Operasi mengalami kenaikan 12,22% dan Belanja Modal
mengalami kenaikan sebesar 100%.

b. Realisasi belanja operasi sebesar Rp 2.309.540.373,00 mencapai
96,97% dari anggaran sebesar Rp 2.386.811.000,00 apabila
dibandingkan dengan realisasi 2022 yang sebesar Rp
2.057.959.424.000,00 mengalami kenaikan sebesar 12,22%.
Belanja operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa,
Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

c. Realisasi belanja modal sebesar Rp 12.384.500,00 mencapai 99,85
% dari anggaran sebesar Rp 12.403.000,00 apabila dibandingkan
dengan realisasi 2022 yang sebesar Rp 0,00 mengalami kenaikan
sebesar 100 %.

d. Pengukuran capaian kinerja tahun 2023 Kecamatan Petanahan
Kabupaten Kebumen dapat diketahui bahwa capaian kinerja
sasaran Meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan dengan
indikator sasaran Indeks kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan publik oleh kecamatan memiliki target 88,36 sedangkan
realisasi 93,69 dan persentase capaian kinerja tahun 2022 dengan
hasil 86,52% masuk dalam kategori capaian Baik Sekali (BS).
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 dapat dilihat dalam
table dibawah ini:

Tabel 2.2. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

Indikator 7
Sasaran Target | Realisasi | Capaian
Sasaran N
Kinerja
Tujuan
Mewujudkan
PeninJgkatan Indeks
) Kepuasan 86,00 86,00 100%
Kualitas Pelayanan Masyarakat
Publik
Sasaran
Indeks
Kepuasan
Meningkatkanya Masyarakat
Pelayanan Publik terhadap 88,36 93,69 106,03%
oleh kecamatan pelayanan
Publik oleh
Kecamatan

Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Petanahan Tahun
2023 dan pencapaian Renstra Kecamatan Petanahan 2021-2026
sampai Tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.3 dibawah ini:
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Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kecamatan Petanahan dan

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Petanahan

Pencapaian Renstra Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen s/d Tahun 2023

Perki Realisasi
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja cr 1raan catsast
. Capaian Target Renstra
Target Program dan Kegiatan Tahun
.o Perangkat Daerah s/d
Target Kinerja Lalu (2023) Target .
. . h 2023 (Tahun berjalan)
Urusan/Bidang Kinerja Hasil program ———
) Realisasi
Urusan . Capaian Program dan .
. Indikator . Capaian
Pemerintahan Kineria Program Program dan kegiatan p Tinekat
Kode Daerah Dan : & (Renstra Keluaran | Target (Renja rogram g .a
. (outcomes)/ . i . . dan Capaian
Program/Kegiatan . Kecamatan | Kegiatan | Renja Realisasi | Tingkat | Peragkat ) ..
Kegiatan (output) . T Kegiatan Realisasi
Petanahan) s/d Tahun Renja Realisasi | Daerah s/d Tahun Tarcet
s/d Tahun dengan 2024 [Tahun 2023 2023 Tahun . g
berjalan Renstra
2026 tahun 2024
(2023) (tahun (%)
2024)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=5+7+9 11=(10/4)
Urusan Wajib
Pelayanan Dasar
01 01 Kec.Petanahan Cakupan 100% 100% 100% 100% 100% 100 100% 100%
Program Pelayanan
Penunjang Penunjang
Urusan Urusan
Pemerintahan Pemerintahan
Daerah Kab/ Daerah
Kota
Perencanaan, Jumlah 51 10 10 10 100% 10 30 0,58
01 01 Penganggaran Dokumen
2 01 dan Evaluasi Perencanaan
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Kinerja dan Evaluasi
Perangkat Kinerja
Daerah Perangkat
Daerah
01|01 01| 01 Penyusunan Jumlah 26 100% 15 58,82
Dokumen dokumen
Perencanaan Perencanaan
Perangkat Perangkat
Daerah Daerah
01|01 01| 07 Evaluasi Kinerja | Jumlah 25 S S S 100% 5 15 60
Perangkat Laporan
Daerah Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah
01|01 02 Administrasi Jumlah bulan | 60 12 12 12 100% 12 36 60
Keuangan penyediaan
Perangkat Administrasi
Daerah Keuangan
Perangkat
Daerah
01|01 02| 01 Penyediaan Gaji | Jumlah orang |85 17 17 17 100% 17 51 60
dan Tunjangan | yang menerima
ASN Gaji dan
Tunjangan
ASN
01|01 02| 03 Pelaksanaan Jumlah 20 4 4 4 100 % 4 12 60
Penatausahaan | dokumen
dan Pengujian/ | Penatausahaa
Verifikasi n dan
Keuangan SKPD | pengujian/
Verifikasi
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Keuangan

SKPD.
01|01 06 Administrasi Jumlah bulan | 60 12 12 12 100% 12 36 60
Umum penyediaan
Perangkat kegiatan
Daerah Administrasi
Umum
Perangkat
Daerah
01|01 06| 01 Penyediaan Jumlah paket |20 12 12 12 100 % 12 36 180
Komponen Komponen
Instalasi Listrik/ | Instalasi
Penerangan Listrik/
Bangunan penerangan
Kantor bangunan
Kantor yang
disediakan
0|0 0| 04 Penyediaan Jumlah Paket 60 12 12 12 100 % 12 36 60
111 6 Bahan Logistik Bahan Logistik
Kantor Kantor yang
disediakan.
0|0 0| 05 Penyediaan Jumlah Paket 60 12 12 12 100 % 12 36 60
111 6 Barang Cetakan | Barang
dan Cetakan dan
Penggandaan Penggandaan
yang
disediakan
0| O 0 | 06 Penyediaan Jumlah 60 12 12 12 100 % 12 36 60
111 6 Bahan Bacaan Dokumen

dan Peraturan
Perundang-
undangan

bahan bacaan
dan Peraturan
Perundang-
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undangan

yang
disediakan
0| O 07 Penyediaan Jumlah Paket 60 12 12 12 100 % 12 36 60
111 Bahan/ Material | Bahan
Material yang
disediakan
0| O 09 Penyelenggaraan | Jumlah 60 12 12 12 100 % 12 36 60
111 rapat koordinasi | Laporan
dan konsultasi penyelenggara
SKPD an rapat
Koordinasi dan
konsultasi
SKPD.
0| O 10 Penatausahaan | Jumlah 60 12 12 12 100 % 12 36 60
111 Arsip Dinamis Dokumen
pada SKPD Penatausahaa
n Arsip
Dinamis pada
SKPD.
0O |0 Pengadaan Jumlah Unit 40 4 4 4 100% 4 12 30
1|1 Barang Milik Pengadaan
Daerah Barang Milik
Penunjang Daerah
Urusan
Pemerintah
Daerah
0|0 05 Pengadaan Jumlah Paket 23 2 2 2 100% 0 6 26
1|1 Mebel mebel yang
disediakan
0| O 06 Pengadaan Jumlah unit 10 2 2 100 % 2 6 0.6

Peralatan dan
Mesin Lainnya

peralatan dan
mesin lainnya
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yang
disediakan

0 02 Pengadaan Jumlah unit 8 2 2 2 100% 2 6 75
1 Sarana dan sarana dan
Prasarana Prasarana
Gedung Gedung Kantor
Kantor/Pemban | atau
gunan lainnya Bangunan
Lainnya yang
disediakan
0 Penyediaan Jasa | Jumlah bulan 12 12 12 12 100% 12 36 30
1 Penunjang Penyediaan jasa
Urusan Penunjang
Pemerintahan urusan
Daerah pemerintahan
Daerah
0 01 Penyediaan Jasa | Jumlah 60 12 12 12 100 % 12 36 60
1 Surat Menyurat | Laporan
penyediaan
jasa surat
menyurat
0] 01 | 02 | Penyediaan Jasa | Jumlah 60 12 12 12 100% 12 36 60
1 Komunikasi Laporan
Sumber Daya Penyediaan
Air dan Listrik Jasa
Komunikasi
Sumber Daya
Air dan Listrik
yang
disediakan
0o 04 Penyediaan Jasa | Jumlah 60 12 12 12 100 % 12 36 60
1 Pelayanan Laporan
Umum Kantor penyediaan
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jasa Pelayanan
Umum kantor

yang
disediakan
Pemeliharaan Jumlah Unit 161 16 16 16 100% 16 48 29
Barang Milik Pemeliharaan
Daerah Barang Milik
Penunjang Daerah
Urusan Penunjang
Pemerintahan Urusan
Daerah Pemerintahan
Daerah
02 Penyediaan Jasa | Jumlah 34 6 6 100 % 6 18 52
Pemeliharaan kendaraan
biaya dinas/
pemeliharaan operasional
pajak dan atau lapangan
perijinan yang
kendaraan dinas | dipelihara dan
operasional/ dibayarkan
lapangan pajak dan
perijinannya.
05 Pemeliharaan Jumlah mebel 75 4 4 4 100 % 0 12 16
Mebel yang
dipelihara
06 Pemeliharaan Jumlah
Peralatan dan peralatan dan 42 8 8 8 100 % 6 24 57
Mesin Lainnya mesin lainnya
yang
dipelihara
09 Pemeliharaan/ Jumlah gedung 10 3 3 100 % 2 9 90
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1 Rehabilitasi Kantor dan
Gedung Kantor bangunan
dan Bangunan lainnya yang
Lainnya dipelihara
/direhabilitasi
Kewilayahan
o Kecamatan
1
0 Program Prosentase 100 100 100 100 100% 100 100 100
1 Penyelenggaraa | cakupan
n Pemerintahan | Penyelenggaraa
dan Pelayanan | n Pemerintahan
Publik. dan Pelayanan
Publik
0 Kegiatan: 100 100 100 100 100% 100 100 100
1 Pelaksanaan Presentase
Urusan terlaksananya
Pemerintahan urusan
yang pemerintahan
Dilimpahkan yang
kepada Camat. dilimpahkan
kepada camat
Sub Kegiatan:
0 Pelaksanaan Jumlah Laporan 45 9 9 9 100 % 9 27 60
1 Urusan Pelaksanaan
Pemerintahan Non perizinan
yang terkait pada urusan|
dengan Non Pemerintahan
Peririzan.
0 00 Pelaksanaan Jumlah 0 0 0 100% 21 7
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1] 2 4 | 03 Urusan Laporan
Pemerintahan Pelaksanaan
yang terkait Kewenangan
dengan Lain yang
Kewenangan lain | dilimpahkan
dilimpahkan

0 0 Program Cakupan 100 100 100 100 100% 100 100 100

1|5 Penyelenggaraa | Terselenggaran
n Urusan ya Urusan
Pemerintahan Pemerintahan
Umum Umum

0o 0 o Kegiatan Jumlah 10 2 2 2 100 2 6 60

1|8 1 Penyelenggara | kegiatan
an Urusan penyelenggaraa
Pemerintahan | n urusan
Umum sesuai pemerintahan
Penugasan umum sesuai
Kepala Daerah | penugasan

Kepala Daerah

0] O 0 Pembinaan Jumlah orang 10 2 2 2 100 % 2 6 60

115 1 Wawasan yang mengikuti
Kebangsaan dan | Pembinaan dan
Ketahanan Ketahanan
Nasional dalam | Nasional dalam
rangka rangka
Memantapkan memantapkan
Pengamalan Pengamalan
Pancasila, Pancasila
Pelaksanaan Pelaksanaan
UUD Negara Undang Undang
Republik Dasar Negara RI
Indonesia Tahun | Tahun 1945
1945, Pelestarian
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Pelestarian Bhineka
Bhineka Tunggal | Tunggal Ika
Ika serta Pemertahanan
Pemertahanan dan
dan Pemeliharaan
Pemeliharaan Keutuhan
Keutuhan Negara
Negara Kesatuan | Kesatuan RI,
Republik Kegiatan dalam
Indonesia rangka HUT
RI, (Hari Jadi
Karnaval,
Resepsi HUT
RI.
0 Program: Cakupan 100 100 100 100 100% 100 100 100
1 Pembinaan dan | Pembinaan dan
Pengawasan Pengawasan
Pemerintahan Pemerintahan
Desa Desa
(0] (0] Kegiatan: Jumlah 158 25 25 25 100% 25 75 47
1 1 Fasilitasi, Fasilitasi,
Rekomendasi Rekomendasi
dan Koordinasi dan Koordinasi
Pembinaan dan | Pembinaan dan
Pengawasan Pengawasan
Pemerintahan Pemerintahan
Desa Desa
0 0| 03 Fasilitasi Jumlah 73 21 21 21 100 % 21 63 86
1 1 Pengelolaan Dokumen yang
Keuangan Desa | difasilitasi

dan

dalam rangka
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Pendayagunaan | pengelolaan
Aset Desa keuangan desa
dan
Pendayagunaa
n Aset desa
o 0O | 08 Fasilitasi Jumlah 10 100 % 60
1 1 Pelaksanaan Dokumen
Pemilihan Kepala | fasilitasi dalam
Desa rangka
Pelaksanaan
Pemilihan
Kepala Desa.
0 0| 09 Fasilitasi, Jumlah 10 100 % 60
1 1 Sinkronisasi Dokumen,
Perencanaan Sinkronisasi
Pembangunan Perencanaan
Daerah dengan | Pembangunan
Pembangunan Daerah dengan
Desa Pembangunan
Desa (Profil dan
IPMD)
0 0| 11 Fasilitasi Jumlah 10 100 % 60
1 1 Penyelenggaraan | Dokumen
Ketentraman Fasilitasi
dan Ketertiban dalam rangka
Umum Penyelengga
raan
Ketentraman
dan
Ketertiban
Umum
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13 Fasilitasi Jumlah 10 100 % 6 60
Penyusunan Dokumen
Perencanaan fasilitasi dalam
Pembangunan rangka
Partisipatif Perencanaan

Pembangunan
Partisipatif
(Musrenbangde
s dan
Musrenbang
Cam)

16 Fasilitasi Jumlah 20 100 12 60
Penyusunan Dokumen
Program dan Fasilitasi dalam
Pelaksanaan rangka
Pemberdayaan Pelaksanaan
Masyarakat Pemberdayaan
Desa Masyarakat Des|

(PKK, UKS,
BUMDES, Sosial
Masyarakat)

17 Koordinasi Jumlah 10 100 % 6 60
Pendampingan laporan hasil
Desa di Koordinasi
Wilayahnya Pendampingan

Desa di
Wilayahnya.
(Penanggula
ngan
Kemiskinan
(TKP2KDes
dan Bansos
Sembako)
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Secara umum program bisa dilaksanakan semua dengan realisasi
keuangan mencapai 96,78% dan untuk kegiatan fisik tercapai 100%,
dengan keterangan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
jumlah anggaran RP. 2.132.980.000 dengan realisasi Rp.
2.047.633.701 (96 %)dengan silpa 85.346.299 (4%) dimana silpa
terbesar adalah dari Gaji;

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
untuk Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada
Camat dengan jumlah anggaran Rp. 61.522.000 dan realisasi Rp.
57.524.890 (93,5%) dengan silpa Rp. 3.097.110 (6,5%)

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai
Penugasan Kepala daerah jumlah anggaran Rp.9.000.000 dan
realisasi Rp. 8.826.000 (98,08 %) dengan silpa Rp. 174.000 (1,92 %)

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa untuk

Program Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintah desa jumlah anggaran Rp. 195.712.000
dan realisasi Rp. 193.858.232 (99,05%) dengan silpa Rp.1.853.768
(0,05 %):
Secara keseluruhan anggaran yang diterima oleh Kecamatan
Petanahan Rp. 2.339.214.000 dengan realisasi Rp. 2.321.924.873
(96,78 %) dengan silpa Rp. 77.289.127 (3,22 %) dengan kegiatan fisik
mencapai 100% artinya semua program atau kegiatan terlaksana
semua.

B. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Petanahan
Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang
dipimpin oleh camat sehingga dari pengertian tersebut, kedudukan
kecamatan merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota.
Kecamatan mempunyai tugas pokok meningkatkan koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum,
pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa. Camat
mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang
dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi
daerah. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat yang dipimpin oleh
Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 86 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Sementara
fungsi dari kecamatan disebutkan sebagai berikut:
a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. pengoordinasian Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum;
d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah;
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e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
umum,;

f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;

g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa

h. pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah
yang ada di Kecamatan;

i. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

j. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa;

k. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

[am—

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kebumen Kepada Camat,
Kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat
untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi aspek
perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi,
penetapan dan penyelenggaraan. Pelimpahan sebagian urusan yang
menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut
dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,
sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang profesional, transparan,
efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama
yang ada di Kecamatan Petanahan, namun secara umum pelayanan di
Kecamatan Petanahan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pelayanan teknis administrasi baik ke dalam maupun keluar;

2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada
masyarakat;

3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada
Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun
Pemerintah Kabupaten Kebumen;

4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait
dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan
dan pembinaan sosial kemasyarakatan.

Kinerja Kecamatan Petanahan diarahkan untuk mendukung pencapaian
visi dan misi Kabupaten Kebumen melalui serangkaian program dan
kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Kebumen. Tabel
2.4 berikut menyajikan analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan
Petanahan yang dapat dilihat sebagai berikut:
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Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kecamatan Petanahan dan

Tabel 2.4

Pencapaian Renstra Kecamatan Petanahan s/d Tahun 2024 Kabupaten Kebumen

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Petanahan

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catajca‘n
SPM/ Analisis
NO Indikator standar IKK Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Tahun Tahun Tahun 2026
nasional 2023(th| 2024 2025 2026 2023 2024 2025 (thn n+1)
nn-2) | (thnn-1)| (tnn n) |(thn n+1] (thn n-2)| (thn n-1) | (thn n)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Prosentase
) |Capaian ; 88,36 | 90,38 | 91,40 | 92,42 | 93,69 92,73 | 94,33 95,00 ;
Pelayanan
Kecamatan
Capaian Nilai
Survey
2 |Kepuasan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Masyarakat
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C. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten, camat
melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan dan
sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara
berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat diwilayah
Kecamatan. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai
peran yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan
fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya
sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan
pemerintahan di Kecamatan dengan Peraturan Pemerintah.
Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat
dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan
daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di
Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung
dengan masyarakat. Penyelenggaraan  pelimpahan  sebagian
kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Kabupaten
Kebumen, hal ini diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati
Kebumen Nomor 137/434 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Sebagian
Kewenangan Bupati Kepada Camat.

Tingkat Kinerja pelayanan Kecamatan Petanahan sampai dengan
Tahun 2023 telah dilaksanakan secara cukup optimal, yaitu dengan
mendekatinya prosentase capaian realisasi program dan kegiatan dari
target yang ditetapkan dalam Renstra. Walaupun demikian masih ada
beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam meningkatkan kinerja
Kecamatan Petanahan, yaitu sebagai berikut:

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang ada dikantor
Kecamatan sebagai penunjang pelayanan.

2.  Belum memadainya kualitas dan kuantitas pelaksana teknis
pelayanan PATEN;

3.  Belum optimalnya pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan menuju
good governance;

4. Belum semua pegawai mendapatkan diklat teknis sesuai dengan
ketentuan dan peraturan yang berlaku;

5. Masih perlu peningkatan SDM Perangkat Desa serta sarana
prasarana yang kurang memadai agar setiap program
pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat berjalan
efektif dan efisien;

6. Data per Februari tahun 2022 dari 21 Desa Kecamatan Petanahan
terdapat 499 Balita Stunting dengan demikian dari masing masing
desa agar menganggarkan penanganan stunting. Untuk angka
Stunting tahun tahun 2023 dan tahun 2024 ini masih perlu
diperhatikan.

7. Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan
Petanahan tahun 2024: Desa Maju 7 (tujuh) Desa, Desa
Berkembang 1 (satu) Desa dan Desa Mandiri 13 (tigabelas) Desa.
Desa IDM tahun 2024 lebih meningkat dari tahun 2023 Untuk
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Tahun kedepan semoga Desa IDM sudah terealisasi menjadi Desa
Mandiri semua di 21 (dua puluh satu) Desa.

8. Tanggapan yang masih rendah terhadap program — program yang
disampaikan sehingga sering mendapatkan tagihan laporan dari
intansi terkait karena laporan yang terlambat

9. Pelayanan Publik khususnya untuk KTP masih terkendala tidak
adanya alat cetak KTP dan rekam KTP sehingga untuk pencetak
KTP harus melalui Dinas Dukcapil atau kecamatan lain .

10. Tidak tersedianya alat komunikasi Khusus antara masyarakat
dengan petugas pelayanan paten (Handpoon)

11. Keterbatasannya tenaga khusus pelayanan KTP/KK yang sangat
diperlukan.

Adanya permasalahan dan hambatan yang dihadapi Kecamatan
Petanahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berpotensi
menghambat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dan mengganggu kinerja pelayanan Kecamatan Petanahan jika tidak
mendapatkan penyelesaian yang tepat yang pada akhirnya dapat
mengurangi kontribusi Kecamatan Petanahan dalam mendukung
tercapainya visi dan misi Kabupaten Kebumen.

D. Review Usulan Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran
dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kecamatan Petanahan yang akan
dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Dokumen
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 memuat informasi tentang sasaran
yang ingin dicapai, berikut indikator kinerja sasaran serta rencana
capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok
dan fungsi Kecamatan Petanahan.

Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025
yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator
kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja)
ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan
dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan oleh Kecamatan Petanahan

Perbandingan Program/Kegiatan yang disusun berdasarkan
dokumen Rancangan Awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan
ditunjukkan pada tabel 2.5 sebagai berikut:
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Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD TAHUN 2025
Kecamatan Petanahan

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisa Kebutuhan

No Catatan
Penting
Program Target Pagu Indikatif Program Indikator Target Pagu Indikatif
/Kegiatan Lokasi Indikator Capaian (Rp) /Kegiatan Lakasi Kinerja Capaian (Rp)
Kinerja
1 | Program Penunjang Cakupan 100 % 2.188.039.735 | Program Kec. Cakupan 100 % 2.188.039.735
Urusan Kec. Pelayanan Penunjang Petanah | Pelayanan
Pemerintahan Petanah | Penunjang Urusan an Penunjang
Daerah an Urusan Pemerintaha Urusan
Kabupaten/Kota Pemerintah n Daerah Pemerintah
Daerah. Kabupaten/ Daerah.
Kota
Perencanaan, Kec. Jumlah Dokumen 10 10.000.000 | Perencanaan, | Kec. Jumlah 10 10.000.000
Penganggaran, dan | Petanah | Perencanaan dan | Dokumen Penganggara | Petanah | Dokumen Dokumen
Evaluasi Kinerja | an Evaluasi Kinerja n, dan | an Perencana an
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Evaluasi dan Evaluasi
Kinerja Kinerja
Perangkat Perangkat
Daerah Daerah
Penyusunan Kec. Jumlah Dokumen S 6.000.000 | Penyusunan | Kec. Jumlah S 6.000.000
Dokumen Petanah | Perencanaan Dokumen Renstra dan | Petanah | Dokumen Dokumen
Perencanaan an Perangkat Daerah Renja an Perencanaan
Perangkat Daerah. Perangkat Perangkat
Daerah Daerah
Evaluasi Kinerja | Kec. Jumlah Laporan | 5 Laporan 4.000.000 | Penyusunan | Kec. Jumlah S Laporan 4.000.000
Perangkat Daerah Petanah | Evaluasi Kinerja Laporan Petanah | Laporan
an Perangkat Daerah Kegiatan an Evaluasi
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisa Kebutuhan

No Catatan
Penting
Program Target Pagu Indikatif Program Indikator Target Pagu Indikatif
/Kegiatan Lokasi Indikator Capaian (Rp) /Kegiatan Lakasi Kinerja Capaian (Rp)
Kinerja
Kinerja
Perangkat
Daerah
Administrasi Kec. Jumlah Bulan 12 Bulan 2.002.178.735 | Kegiatan: Kec. Jumlah Bulan | 12 Bulan 2.002.178.735
Keuangan Perangkat | Petanah | Penyediaan Administrasi | Petanah | Penyediaan
Daerah an Administrasi Keuangan an Administrasi
Keuangan Perangkat Keuangan
Perangkat Daerah Daerah Perangkat
Daerah
Penyediaan Gaji dan | Kec. Jumlah Orang 17 1.988.178.735 | Penyediaan Kec. Jumlah Orang | 17 1.988.178.735
Tunjangan ASN Petanah | yang menerima | Orang/bul Gaji dan | Petanah | yang Orang/bul
an Gaji dan an Tunjangan an menerima Gaji | an
Tunjangan ASN ASN dan Tunjangan
ASN
Pelaksanaan Kec. Jumlah Dokumen 12 14.000.000 | Administrasi | Kec. Jumlah 4 14.000.000
Penatausahaan dan | Petanah | Penatausahaan Dokumen Keuangan Petanah | Dokumen Dokumen
pengujian/verifikasi an dan pengujian/ Perangkat an Penatausahaa
Keuangan SKPD Verifikasi daerah n dan
Keuangan SKPD pengujian/
Verifikasi
Keuangan
SKPD
Administrasi Umum | Kec. Jumlah bulan 12 Bulan 48.461.000 | Kegiatan: Kec. Jumlah Bulan | 12 Bulan 48.461.000
Perangkat Daerah Petanah | penyediaan Administrasi | Petanah | Penyediaan
an kegiatan Umum an Kegiatan
Administrasi Perangkat Administrasi
Daerah Umum
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisa Kebutuhan

No Catatan
Penting
Program Target Pagu Indikatif Program Indikator Target Pagu Indikatif
/Kegiatan Lokasi Indikator Capaian (Rp) /Kegiatan Lakasi Kinerja Capaian (Rp)
Kinerja
Umum Perangkat Perangkat
Daerah Daerah
Penyediaan Kec. Jumlah Paket 4 paket 2.000.000 | Penyediaan Kec. Jumlah Jenis | 4 paket 2.000.000
Komponen Instalasi | Petanah | Komponen Komponen Petanah | Penyediaan
Listrik/ Penerangan | an Instalasi Instalasi an Komponen
Bangunan Kantor Listrik /penerang Listrik/ Instalasi
an Bangunan Penerangan Listrik/penera
Kantor yang Bangunan ngan
Disediakan Kantor Bangunan
Kantor
Penyediaan Bahan | Kec. Jumlah Paket 12 Paket 14.761.000 | Penyediaan Kec. Jumlah Bulan | 12 Paket 14.761.000
Logistik Kantor Petanah | Bahan  Logistik Bahan Petanah | Penyediaan
an Kantor yang Logistik an makanan dan
disediakan Kantor Minuman
rapat
Penyediaan barang | Kec. Jumlah Paket 12 Paket 8.000.000 | Penyediaan Kec. Jumlah Bulan | 12 Paket 8.000.000
Catakan dan | Petanah | barang Cetakan barang Petanah | Penyediaan
Penggandaan an dan Penggandaan Catakan dan | an barang
yang disediakan Penggandaan Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Bahan | Kec. Jumlah Dokumen 12 2.000.000 | Penyediaan Kec. Jumlah Bulan | 12 2.000.000
Bacaan Dan | Petanah | Bahan bacaan | Dokumen Bahan Petanah | Penyediaan Dokumen
Peraturan Perundang- | an dan Peraturan Bacaan Dan | an Bahan bacaan
Undangan Perundang- Peraturan dan Peraturan
Undangan yang Perundang- Perundang-
disediakan Undangan Undangan
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisa Kebutuhan

No Catatan
Penting
Program Target Pagu Indikatif Program Indikator Target Pagu Indikatif
/Kegiatan Lokasi Indikator Capaian (Rp) /Kegiatan Lakasi Kinerja Capaian (Rp)
Kinerja
Penyediaan Kec. Jumlah Paket 12 Paket 14.000.000 | Penyediaan Kec. Jumlah Bulan | 12 Paket 14.000.000
Bahan/Material Petanah | Bahan/Material Bahan/Mater | Petanah | Penyediaan
an yang disediakan ial an Alat Tulis
Kantor
Penyelenggaraan Kec. Jumlah Laporan 12 6.000.000 | Penyelenggar | Kec. Jumlah Bulan | 12 6.000.000
Rapat Koordinasi dan | Petanah | Penyelenggaraan Laporan aan Rapat | Petanah | Penyelenggara | Laporan
Konsultasi SKPD an rapat Koordinasi Koordinasi an an rapat-rapat
dan  Konsultasi dan Koordinasi dan
SKPD Konsultasi Konsultasi
SKPD Keluar Daerah
Penatausahaan Arsip | Kecamat | Jumlah Dokumen 12 1.700.000 | Penatausaha | Kec. Jumlah Bulan | 12 1.700.000
Dinamis Pada SKPD an Penatausaha Dokumen an Arsip | Petanah | Penatausahaa | Dokumen
Petanah | An Arsip Dinamis Dinamis Pada | an n Arsip
an pada SKPD SKPD Dinamis
Pengadaan Barang | Kec. Jumlah Unit 4 Unit 35.000.000 | Pengadaan Kec. Jumlah  Unit | 4 Unit 35.750.000
Milik Daerah | Petanah | Pengadaan Barang Milik | Petanah | Pengadaan
Penunjang Urusan | an Barang Milik Daerah an Barang Milik
Pemerintah Daerah Daerah Penunjang Daerah
Urusan
Pemerintah
Daerah
Pengadaan Mebel Kec. Jumlah Paket 2 Unit 750.000 | Pengadaan Kec. Jumlah Paket | 2 Unit 750.000
Petanah | Mebel yang Mebel Petanah | Mebel yang
an disediakan an disediakan
Pengadaan Peralatan | Kec. Jumlah Unit 2 Unit 15.000.000 | Pengadaan Kec. Jumlah  Unit | 3 Unit 15.000.000
dan Mesin Lainnya Petanah | Peralatan dan Peralatan dan | Petanah | Peralatan dan
an an Mesin Lainnya

44




Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisa Kebutuhan

No Catatan
Penting
Program Target Pagu Indikatif Program Indikator Target Pagu Indikatif
/Kegiatan Lokasi Indikator Capaian (Rp) /Kegiatan Lakasi Kinerja Capaian (Rp)
Kinerja
Mesin Lainnya Mesin yang di
yang di sediakan Lainnya sediakan
Pengadaan Sarana | Kec. Jumlah Unit 2 Unit 20.000.000 | Pengada an | Kec. Jumlah  Unit | 2 Unit 20.000.000
dan Prasarana | Petanah | Sarana dan Sarana dan | Petanah | Sarana dan
Gedung Kantor atau | an Prasarana Prasarana an Prasarana
Bangunan Lainnya Gedung  Kantor Gedung Gedung Kantor
atau  bangunan Kantor atau atau
Lainnya yang Bangunan bangunan
disediakan Lainnya Lainnya yang
disediakan
Penyediaan Jasa | Kec. Jumlah Bulan 12 Bulan 32.400.000 | Penyedia Kec. Jumlah Bulan | 12 32.400.000
Penunjang Urusan | Petanah | Penyediaan Jasa an Jasa | Petanah | Penyediaan Laporan
Pemerintahan Daerah | an Penunjang Penunjang an Jasa
Urusan Urusan Penunjang
Pemerintahan Pemerintaha Urusan
Daerah n Daerah Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Laporan 12 400.000 | Penyediaan Kec. Jumlah 12 400.000
Surat menyurat Penyediaan Jasa Laporan Jasa Surat | Petanah | Laporan Laporan
Surat menyurat menyurat an Penyediaan
Jasa Surat
menyurat
Penyediaan Jasa | Kec. Jumlah Laporan 12 27.000.000 | Penyedia an | Kec. Jumlah 12 27.000.000
Komunikasi, sumber | Petanah | Penyediaan Jasa Laporan Jasa Petanah | Laporan Laporan
Daya Air dan Listrik an Komunikasi, Komunikasi, | an Penyediaan
Sumber Daya Air sumber Daya Jasa
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisa Kebutuhan

No Catatan
Penting
Program Target Pagu Indikatif Program Indikator Target Pagu Indikatif
/Kegiatan Lokasi Indikator Capaian (Rp) /Kegiatan Lakasi Kinerja Capaian (Rp)
Kinerja
Komunikasi,
Sumber Daya
dan Listrik yang Air dan Air dan Listrik
disediakan Listrik yang
disediakan
Penyediaan Jasa | Kec. Jumlah Laporan 12 5.000.000 | Penyediaan Kec. Jumlah 12 5.000.000
Pelayanan Umum | Petanah | Penyediaan Jasa Laporan Jasa Petanah | Laporan Laporan
Kantor an Pelayanan Umum Pelayanan an Penyediaan
Kantor yang Umum Jasa
disediakan Kantor Pelayanan
Umum Kantor
yang
disediakan
Pemeliharaan Barang | Kec. Jumlah Unit 16 Unit 60.000.000 | Pemeliharaan | Kec. Jumlah  Unit | 6 Unit 59.250.000
Milik Daerah | Petanah | Pemeliharaan Barang Milik | Petanah | Pemeliharaan
Penunjang Urusan | an Barang Milik Daerah an Barang Milik
Pemerintahan Daerah Daerah Penunjang Daerah
Penunjang Urusan Penunjang
Urusan Pemerintaha Urusan
Pemerintahan n Daerah Pemerintahan
Daerah Daerah
Penyediaan Jasa | Kec. Jumlah 6 Unit 46.000.000 | Penyediaan Kec. Jumlah 6 Unit 46.000.000
Pemeliharaan, Biaya | Petanah | Kendaraan Dinas Jasa Petanah | Kendaraan
Pemeliharaan, Pajak | an operasional atau Pemeliharaan | an Dinas
dan Perizinan lapangan yang , Biaya operasional
Kendaraan Dinas dipelihara dan Pemeliharaan atau lapangan
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisa Kebutuhan

No Catatan
Penting
Program Target Pagu Indikatif Program Indikator Target Pagu Indikatif
/Kegiatan Lokasi Indikator Capaian (Rp) /Kegiatan Lakasi Kinerja Capaian (Rp)
Kinerja
Operasional atau dibayarkan pajak , Pajak dan yang
Lapangan dan perizinannya Perizinan dipelihara dan
Kendaraan dibayarkan
Dinas pajak dan
Operasional perizinannya
atau
Lapangan
Pemeliharaan Mebel Kec. Jumlah Mebel 6 Unit 2.000.000 | Pemeliharaan | Kec. Jumlah Mebel | 4 Unit 1.250.000
Petanah | yang dipelihara Mebel Petanah | yang
an an dipelihara
Pemeliharaan Kec. Jumlah Peralatan 8 Unit 2.000.000 | Pemeliharaan | Kec. Jumlah 6 Unit 2.000.000
Peralatan dan Mesin | Petanah | dan Mesin Peralatan dan | Petanah | Peralatan dan
Lainnya an Lainnya yang Mesin an Mesin Lainnya
dipelihara Lainnya yang
dipelihara
Pemeliharaan/Rehabil | Kec. Jumlah Gedung 2 Unit 10.000.000 | Pemeliharaan | Kec. Jumlah 2 Unit 10.000.000
itasi Gedung Kantor | Petanah | Kantor dan /Rehabilitasi | Petanah | Gedung Kantor
dan Bangunan | an Bangunan Gedung an dan Bangunan
Lainnya Lainnya yang Kantor dan Lainnya yang
dipelihara/direha Bangunan dipelihara/dire
bilitasi. Lainnya habilitasi
2 | PROGRAM Kec. Prosentase 100% 1.170.961.000 | PROGRAM Kec. Prosentase 100 % 1.197.093.000
PENYELENGGARAAN | Petanah | cakupan PENYELENG | Petanah | cakupan
PEMERINTAHAN an penyelenggaraa GARAAN an penyelenggar
DAN PELAYANAN n Pemerintahan PEMERINTA aan
PUBLIK dan Pelayanan HAN DAN Pemerintaha
Publik n dan
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisa Kebutuhan

No Catatan
Penting
Program Target Pagu Indikatif Program Indikator Target Pagu Indikatif
/Kegiatan Lokasi Indikator Capaian (Rp) /Kegiatan Lakasi Kinerja Capaian (Rp)
Kinerja
PELAYANAN
PUBLIK Pelayanan
Publik
Pelaksanaan Urusan | Kec. Prosentase 100% 1.170.961.000 | Penyelenggar | Kec. Prosentase 100% 1.197.003.000
Pemerintahan  Yang | Petanah | terlaksananya aan Petanah | terlaksananya
dilimpahkan Kepada | an Urusan Pemerintahan | an Uruan
Camat Pemerintahan dan Pemerintahan
Yang dilimpahkan Pelayanan yang
Kepada Camat Publik dilimpahkan
kepada Camat
Pelaksanaan Urusan | Kec. Jumlah Laporan | 9 Laporan 11.955.000 | Pelaksanaan | Kec. Jumlah 9 Laporan 38.087.000
Pemerintahan  yang | Petanah | Pelaksanaan Urusan Petanah | Laporan
terkait dengan Non | an Nonperizinan Pemerintaha | an Pelaksanaan
Perizinan pada Urusan n yang terkait Nonperizinan
Pemerintahan dengan Non pada Urusan
Perizinan Pemerintahan
Pelaksanaan Urusan | Kec. Jumlah Laporan 21 1.159.006.000 | Pelaksanaan | Kec. Jumlah 21 1.159.006.000
Pemerintahan  yang | Petanah | Pelaksanaan Laporan Urusan Petanah | Laporan Laporan
terkait Kewenangan | an Kewenangan Lain Pemerintaha | an Pelaksanaan
Lain yang yang n yang terkait Kewenangan
Dilimpahkan Dilimpahkan Kewenangan Lain yang
Lain yang Dilimpahkan
Dilimpahkan
3 | Program Kec. Cakupan 100 % 21.002.000 | Program Kec. Cakupan 100 % 21.002.000
Penyelenggaraan Petanah | terselenggarany Penyelengga | Petanah | terselenggaran
an a urusan raan Urusan | an ya urusan
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisa Kebutuhan

No Catatan
Penting
Program Target Pagu Indikatif Program Indikator Target Pagu Indikatif
/Kegiatan Lokasi Indikator Capaian (Rp) /Kegiatan Lakasi Kinerja Capaian (Rp)
Kinerja
Urusan pemerintahan Pemerintaha pemerintahan
Pemerintahan Umum umum n Umum umum
Penyelenggaraan Kec. Jumlah kegiatan | 2 Kegiatan 21.002.000 | Kegiatan: Kec. Jumlah 2 Kegiatan 21.002.000
Urusan Pemerintahan | Petanah | penyelenggaraan 1 Petanah | kegiatan
Umum Sesuai | an urusan Penyelenggar an penyelenggara
Penugasan Kepala pemerintahan aan U rusan an urusan
Daerah umum sesuai Pemerintaha pemerintahan
n Umum .
penugasan umum sesuai
Kepala Daerah penugasan
kepala daerah
Pembinaan wawasan | Kec. Jumlah orang 2 Orang 21.002.000,00 | Pembinaan Kec. Jumlah 2 Orang | 21.002.000
kebangsaan dan | Petanah | yang mengikuti wawasan Petanah | kegiatan
ketahanan nasional | an Pembinaan kebangsaan an dalam rangka
dalam rangka wawasan dan HUT RI (Hari
memantapkan Kebangsaan dan ketahanan Jadi, Karnaval,
pengamalan ketahanan nasional Resepsi HUT
Pancasila, nasional dalam dalam rangka RI)
pelaksanaan uUuUD rangka memantapka
Negara Republik memantapkan n
Indonesia Tahun 1945 pengamalan pengamalan
Pelestarian Bhinneka Pancasila, Pancasila,
Tunggal Ika serta pelaksanaan UUD pelaksanaan
Pemertahanan dan Negara Republik UUD Negara
pemeliharaan Indonesia Tahun Republik
keutuhan Negara 1945 Pelestarian Indonesia
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisa Kebutuhan

No Catatan
Penting
Program Target Pagu Indikatif Program Indikator Target Pagu Indikatif
/Kegiatan Lokasi Indikator Capaian (Rp) /Kegiatan Lakasi Kinerja Capaian (Rp)
Kinerja
Kesatuan Republik Bhinneka Tahun 1945
Indonesia Tunggal Ika serta Pelestarian
Pemertahanan Bhinneka
dan pemeliharaan Tunggal Ika
keutuhan Negara serta
Kesatuan pemeliharaan
Republik keutuhan
Indonesia Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
4 | Program Pembinaan | Kec. Cakupan 100 % 141.267.000 | Program Kec. Cakupan 100 % 141.267.000
dan Pengawasan | Petanah | Pembinaan Dan Pembinaan Petanah | Pembinaan
Pemerintahan Desa an Pengawasan dan an Dan
Pemerintahan Pengawasan Pengawasan
Desa Pemerintaha Pemerintahan
n Desa Desa
Fasilitasi, Kec. Jumlah fasilitasi 44 % 141.267.000 | Kegiatan: Kec. Jumlah 44 % 141.267.000
Rekomendasi dan | Petanah | rekomendasi dan Fasilitasi Petanah | fasilitasi
Koordinasi Pembinaan | an koordinasi . | an rekomendasi
: Rekomendasi ] .
dan Pengawasan pembinaan dan dan dan koordinasi
Pemerintahan Desa penga\fvasan Koordinasi pembinaan
pemerintahan . dan
Pembinaan
dan pengawasan
pemerintahan
Pengawasan
desa
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisa Kebutuhan

No Catatan
Penting
Program Target Pagu Indikatif Program Indikator Target Pagu Indikatif
/Kegiatan Lokasi Indikator Capaian (Rp) /Kegiatan Lakasi Kinerja Capaian (Rp)
Kinerja
Pemerintaha
n Desa
Fasilitasi Pengelolaan | Kec. Jumlah Dokumen 13 31.545.000 | Fasilitasi Kec. Jumlah desa 13 31.545.000
k Petanah | yang Difasilitasi | Dokumen pengelolaan Petanah | yang Dokumen
Keuangan Desa dan | an dalam rangka keuangan an terfasilitasi
Pendayagunaan Aset Pengelolaan desa dan pengelolaan
Desa Keuangan Desa pendayaguna keuangan desa
dan an asset desa dan
Pendayagunaan pendayagunaa
Aset Desa n asset desa
Fasilitasi Pelaksanaan | Kec. Jumlah Dokumen 19 5.600.000 | Fasilitasi Kec. Jumlah desa | 19 5.600.000
Pemilihan Kepala | Petanah | Fasilitasi dalam | Dokumen pelaksanaan | Petanah | yang Dokumen
Desa an rangka pemilihan an difasilitasi
Pelaksanaan Kepala Desa pemilihan
Pemilihan Kepala Kepala Desa
Desa
Fasilitasi Sinkronisasi | Kec. Jumlah dokumen 2 18.000.000 | Fasilitasi Kec. Jumlah 2 18.000.000
Perencanaan Petanah | Sinkronisasi Dokumen Sinkronisasi Petanah | dokumen Dokumen
Pembangunan Daerah | an Perencanaan Perencanaan | an Sinkronisasi
dengan Pembangunan Pembangunan Pembanguna Percepatan
Desa. Daerah  dengan n Daerah Pembangunan
Pembangunan dengan Daerah dengan
Desa Pembanguna Pembangunan
n Desa. Desa (Profil
dan IPMD)
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisa Kebutuhan

No Catatan
Penting
Program Target Pagu Indikatif Program Indikator Target Pagu Indikatif
/Kegiatan Lokasi Indikator Capaian (Rp) /Kegiatan Lakasi Kinerja Capaian (Rp)
Kinerja
Fasilitasi Kec. Jumlah Dokumen 2 11.000.000 | Fasilitasi Kec. Jumlah 2 11.000.000
Penyelenggaraan Petanah | Fasilitasi dalam | Dokumen Penyelenggar | Petanah | kegiatan Dokumen
Ketentraman dan | an rangka aan an fasilitasi
Ketertiban Umum Penyelenggaraan Ketentraman penyelenggara
Ketenteraman dan an
dan  Ketertiban Ketertiban ketenteraman
Umum Umum dan ketertiban
umum
Fasilitasi Penyusunan | Kec. Jumlah Dokumen 2 24.000.000 | Fasilitasi Kec. Jumlah 2 24.000.000
Perencanaan Petanah | Fasilitasi dalam | Dokumen Penyusunan | Petanah | kegiatan Dokumen
Pembangunan an rangka Perencanaan | an fasilitasi
Partisipatif Pembanguna penyelenggara
Perencanaan n Partisipatif an
Pembangunan Musrenbangde
Partisipatif s/ Kel dan
Musrenbangca
m
Fasilitasi Penyusunan | Kec. Jumlah Dokumen 4 41.000.000 | Fasilitasi Kec. Jumlah 4 41.000.000
Program dan | Petanah | Fasilitasi dalam | Dokumen Program dan | Petanah | kegiatan Dokumen
Pelaksanaan an rangka Program Pelaksanaan | an pemberdayaan
Pemberdayaan dan Pelaksanaan Pemberdayaa masyarakat
Masyarakat Desa Pemberdayaan n Masyarakat desa (PKK,
Masyarakat Desa Desa UKS, Bumdes,
Sosial
Masyarakat)
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisa Kebutuhan

No Catatan
Penting
Program Target Pagu Indikatif Program Indikator Target Pagu Indikatif
/Kegiatan Lokasi Indikator Capaian (Rp) /Kegiatan Lakasi Kinerja Capaian (Rp)
Kinerja
Koordinasi Kec. Jumlah Laporan | 2 Laporan 10.122.000 | Koordinasi Kec. Jumlah 2 Laporan 10.122.000
Pendampingan Desa | Petanah | Hasil Koordinasi Pendampinga | Petanah | Laporan Hasil
di Wilayahnya an Pendampingan n Desa di|an Koordinasi
Desa di wilayahnya Pendampingan
Wilayahnya Desa di
Wilayahnya
3.521.269.735 3.547.401.735
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E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama dari program
dan kegiatan Kecamatan Petanahan diperoleh dari masyarakat (para
pemangku kepentingan), dengan melalui forum musyawarah
perencanaan Pembangunan (musyawarah rencana pembangunan
Kecamatan) yang pelaksanaannya dimulai dari musyawarah
perencanaan pembangunan tingkat Desa (musrenbangdes/Desa)
hingga musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan
(Musrenbangcam). Melalui forum musrenbang tersebut kecamatan dan
desa memfasilitasi serta mengakomodir kebutuhan - kebutuhan
masyarakat.
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BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk
menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat
diukur kinerja daripada setiap perangkat daerah termasuk untuk dapat
mengimplementasikan kebijakan — kebijakan Nasional. Telaah terhadap
Kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaah yang
menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasioanal dan
yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

Visi dan misi Kecamatan Petanahan menyesuaikan dengan Visi dan
Misi Kabupaten Kebumen 2021-2026 yang merupakan perwujudan dari
visi misi pasangan terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kebumen.

Visi Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam dokumen
RPJMD Tahun 2021 - 2026 adalah: “Mewujudkan Kabupaten Kebumen
Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”. Berdasarkan
penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati dan hasil analisa isu-isu
strategis RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021 - 2026. Semua
program kegiatan di Kecamatan Petanahan dilaksanakan untuk
meningkatkan sumber daya manusia. Dalam hal ini pegawai adalah
sebagai sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Kebumen
berperan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
dan mewujudkan masyarakat Kebumen yang mandiri, sejahtera dan
berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian dan kualitas
sumber daya manusia.

Faktor pendorong terlaksananya Visi dan Misi Bupati di Kecamatan
Petanahan adalah sebagai berikut:

1. Manajemen pelayanan PATEN di Kecamatan lebih mengoptimalkan
pelayanan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas
pelayanan publik;

2. Transparasi informasi melalui media elektronik dituntut peran
Kecamatan Petanahan harus lebih responsive terhadap dinamika
pembangunan masyarakat;

3. Keterbukaan informasi publik sebagai media transparansi informasi
kepada masyarakat guna membuka peluang partisipasi masyarakat
dalam pengawasan kegiatan pemerintahan;

4. Pola kepemimpinan yang mampu memberi contoh mendorong
motivasi bekerja, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan
good govermen

5. Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur;

6. Adanya komitmen bersama untuk tidak melakukan tindakan KKN,
disiplin dan jujur;
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7. Untuk menurunkan angka kemiskinan di Wilayah Kecamatan
Petanahan. Dari 21 desa telah menganggarkan untuk kegiatan

pengentasan penanggulangan kemiskinan minimal 10%-15% dari
APBDes dan melaksanakan rapat koordinasi, moniotoring dan
evaluasi kegiatan penanggulangan kemiskinan;

8. BUMDes sudah terbentuk untuk di 21 Desa Kecamatan Petanahan.
Kecamatan melaksanakan fasilitasi dengan melalui Rapat
Koordinasi untuk pendaftaran pembadanhukuman BUMDes
maupun BUMDesMA dan Registrasi;

Di Kecamatan Petanahan ada 1 BUMDESMA dan 9 BUMDES yang
sudah berbadan Hukum.

9. Untuk memaksimalkan proses Upload data, upaya yang dilakukan
Kecamatan memfasilitasi desa agar menganggarkan di APBDes
untuk kegiatan Update dan pemutahiran Data SGD’s setiap
semester satu dan dua;

10. Pada tahun 2024 ada 13 Desa dengan kategori Desa Mandiri dan 7
Desa dengan kategori Maju, dan Desa Kategori Desa Berkembang 1
Desa. Pada tahun 2025 diharapkan sudah terbentuk 21 Desa
dengan Kategor Mandiri, upaya yang dilaksanakan dengan cara
memotifasi Desa agar bisa meningkatkan perekonomian masyarakat
dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM),
memanfaatkan Sumber Daya Alam untuk menggali pendapatan asli
Desa dan optimalisasi pengelolaan BUMDes.

Disamping melaksanakan program kegiatan tersebut di atas, Kecamatan
Petanahan juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati yang
merupakan tugas SKPD Tingkat Kabupaten Kebumen diantaranya:

1. Pelayanan KK dan KTP
Untuk program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
yang dilimpahkan oleh Bupati Kebumen ke Kecamatan Petanahan
adalah pelayanan perekaman KTP elektronik, KK, Akhte Kematian,
akhte kelahiran dan KIA.
Untuk Pelayanan Paten perlu alat komunikasi khusus yaitu berupa
Hanpoont untuk komunikasi antara masyarakat dengan petugas
pelayanan publik.Untuk tenaga operator sangat terbatas jadi tidak
dapat ntuk bergantian melaksanakan tugas, pabila petugas khusus
sedang ada kepentingan maka pelayanan tertunda.

2. Penanganan Pajak Bumi dan Bangunan
Penanganan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan program kegiatan
SKPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen di Wilayah
Kecamatan Petanahan.

3. Pemberian Bantuan Sosial
Bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang mengalami
musibah atau masyarakat yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial
contoh musibah kebakaran akan diberikan bantuan sembako dari
Dinas Sosial dan rumah dari Dinas Sosial dan Dinas Penanggulangan
Bencana yang disimpan dilumbung Sosial Kecamatan Petanahan.
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B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan rumusan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan
pada Renstra Kecamatan Petanahan Tahun 2021 - 2026, maka Tujuan
dari Kecamatan Petanahan adalah “Terwujudnya reformasi Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good governance)’.
Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dalam Renja Kecamatan

Petanahan tahun 2025 disajikan pada tabel berikut;

Tabel 3.1 1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Urusan Renja Kecamatan Petanahan
Tahun 2025
INDIKATOR gﬁ\i:(;]f;
NO TUJUAN SASARAN KINERJA
URUSAN PADA TAHUN
2025
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Meningkatnya | Meningkatnya Indeks Kepuasan 91,40
kualitas kualitas Masyarakat
pelayanan pelayanan publik | terhadap
publik oleh kecamatan |Pelayanan Publik
Kecamatan

C. Program dan Kegiatan

Jumlah program dan jumlah kegiatan

Rencana kerja Kecamatan Petanahan tahun 2025 mencakup 4
Program yang terdiri dari 9 Kegiatan dan 28 Sub kegiatan, dengan
uraian sebagai berikut:
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Tabel 3.1 2

Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan

NAMA
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN

1. | Program Perencanaan dan | Penyusunan Dokumen
Penunjang Evaluasi Kinerja | Perencanaan Perangkat
Urusan Perangkat Daerah | Daerah
Pemerintah Evaluasi Kinerja Perangkat
an Daerah Daerah
Kabupaten
/ Kota Administrasi Penyediaan Gaji dan

Keuangan Tunjangan ASN

Perangkat Daerah

Pelaksanaan, Penatausahaan

Daerah

dan  Pengujian  /Veifikasi
Keuangan OPD.
Administrasi Penyediaan Komponen
Umum Perangkat | Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Penyediaan Bahan Logistik
Kantor

Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan

Penyediaan Bahan/Material

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
OPD

Penatausahaan Arsip Dinamis
pada OPD

Pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah
Daerah

Pengadaan Mebel

Pengadaan  Peralatan dan

Mesin Lainnya

Pengadaan Sarana Prasarana
Bangunan dan Gedung kantor
Lainnya

Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

Penyediaan

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan
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NAMA

NO RO KEGIATAN SUB KEGIATAN
Umum Kantor
Pemeliharaan Penyediaan Jasa
Barang Milik | Pemeliharaan, Biaya
Daerah Penunjang | Pemeliharaan, Pajak dan
Urusan Perizinan Kendaraan Dinas
Pemerintahan Operasional atau Lapangan
Dacrah Pemeliharaan Mebel
Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya
o, | Program Pelaksanaan Pelaksanaan Urusan
Penyelengga | Urusan Pemerintahan yang Terkait
raan Pemerintahan Dengan Nonperizinan
Pemerintah |yang Terkait 5 ksanaan Urusan
daerah dengan Pemerintahan yang Terkait
Pelayanan Kewenangan Lain dengan Kewenangan Lain yang
PublikK yang Dilimpahkan Dilimpahkan
3 | Program Penyelenggaraan Pembinaan Wawasan
Penyelengga | Urusan Pemeri | Kebangsaan dan Ketahanan
raan Urusan | ntahan Umum | Nasional dalam rangka
Pemerintah | sesuai Penugasan | Memantapkan Pengamalan
an Umum Kepala Daerah Pancasila, Pelaksanaan
Undang- Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika Serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan Republik
Indonesia
4. | Program Fasilitasi, Fasilitasi Pengelolaan
Pembinaan | Rekomendasi dan | Keuangan Desa dan
Dan Koordinasi pendayagunaan Aset Desa
Pengawasan | Pembinaan dan Fasilitasi Pelaksanaan
Pemerintah | Pengawasan Pemilihan Kepala Desa.
an Desa Pemerintahan
Desa Fasilitasi Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan

Daerah dengan Pembangunan
Desa

Fasilitasi Penyelenggaraan
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NO

NAMA
PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

Ketenteraman dan Ketertiban
Umum

Fasilitasi Penyusunan
Perencanaan  Pembangunan
Partisipatif

Fasilitasi Penyusunan
Program dan Pelaksanaan
Pemberdayaan Masyarakat
Desa

Koordinasi Pendampingan

Desa di Wilayahnya
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Total

kebutuhan dana/pagu

indikatif untuk tahun

anggaran 2025 Rp. 3.547.401.735,00 dengan perincian
sebagai berikut:

Sumb
Program Kegiatan Pagu Indikatif er
Dana
Program Penunjang | Perencanaan,
Urusan Penganggaran, dan 10.000.000 | DAU
Pemerintahan Evaluasi Kinerja
Daerah Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan 2.002.178.735 | DAU
Penyediaan Gaji dan | 1.988.178.735| DAU
Tunjangan ASN.
Pelaksanaan 14.000.000 | DAU
Penatausahaan dan
Pengujian /Verifikasi
Keuangan Perangkat
Daerah
Administrasi Umum 48.461.000 | DAU
Pengadaan Barang Milik 35.750.000 | DAU
Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan 32.400.000 | DAU
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang 59.250.000 | DAU
Urusan Pemerintahan
Daerah
Program Pelaksanaan Urusan
Penyelenggaraan Pemerintahan yang 1.197.093.000 | DAU
Pemerintahan dan | Dilimpahkan kepada
Pelayanan Publik Camat
Program Penyelenggaraan Urusan
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 21.002.000 | DAU
Urusan sesuai Penugasan Kepala
Pemerintahan Daerah
Umum
Program Fasilitasi, Rekomendasi
Pembinaan dan | dan Koordinasi 141.267.000 | DAU
Pengawasan Pembinaan dan

Pemerintahan Desa

Pengawasan
Pemerintahan Desa
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a. Penjelasan Rumusan Program dan Kegiatan tidak sesuai dengan
rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan pagu
indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Rumusan Program dan Kegiatan Kecamatan Petanahan tahun
2025 sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jenis program /
kegiatan pagu indikatif.
Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan
Kecamatan Petanahan Tahun 2025 adalah 4 (empat) Program, 9
(Sembilan) Kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Sub Kegiatan.
Adapun masing -masing Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
adalah sebagai berikut:
1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Kegiatan:
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah. Ada 2 Sub Kegiatan yaitu;
e Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah
e Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan sejumlah 2 Sub Kegiatan;
e Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
e Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Administrasi Umum sejumlah 7 Sub Kegiatan;
e Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
e Penyediaan Bahan Logistik Kantor
¢ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
e Penyediaan Bahan Bacaan dan  Peraturan
Perundang-undangan
e Penyediaan Bahan/Material
e Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
e Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah, dengan 2 sub kegiatan :
e Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya,
e Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah sejumlah 3 Sub Kegiatan;
e Penyediaan Jasa Surat Menyurat
¢ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
¢ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah sejumlah 4 Sub Kegiatan;
e Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan
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Dinas Operasional atau Lapangan

¢ Pemeliharaan Mebel

e Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

e Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan
Publik; Ada 2 (dua) kegiatan
7. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang

Dilimpahkan  kepada  Camat. Sub  Kegiatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait
Dengan Nonperizinan,

Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
Dilimpahkan  kepada Camat, Sub  Kegiatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait
dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
Ada 1 (satu) Kegiatan

9.

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, Sub
Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan
Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan
dan Pemeliharaan Keutuhan Negara

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

10.

Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa,
dengan 7 sub kegiatan diantaranya;

e Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Aset Desa

e Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

e Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah dengan Pembangunan
Desa

e Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

e Fasilitasi Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Partisipatif

e Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan
Pemberdayaan Masyarakat Desa

e Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PETANAHAN

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 berisi program dan kegiatan
serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian
visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026 dan untuk
mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah
dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan
pelayanan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kebumen 2021-2026,
yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri,
Berakhlak Bersama Rakyat” ditempuh melalui lima misi. Oleh Karena itu
untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Kebumen ke
dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama S5 (lima) tahun
sesuai dengan tugas dan fungsi, maka dapat ditelaah dari Misi ke 1 (satu)
yaitu “Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan
birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang
terintegrasi”.

A. Prioritas Perangkat Daerah Yang Mendukung Prioritas Kabupaten
Prioritas pendanaan di Kecamatan Petanahan Tahun 2025
memperhatikan Renstra Kecamatan Petanahan Tahun 2021-2026,
Capaian RKPD Tahun 2023 dan mengakomodir beberapa isu strategis
yang dapat dicapai. Rencana kerja dan kegiatan prioritas Kecamatan
Petanahan mendukung Prioritas Kabupaten Tahun 2025, adalah
sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1.
Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Kabupaten
Kode ) Program /Kegiatan Pagu Dana Ket.
Program /Kegiatan (Rp)
7.01.001 PROGRAM PENUNJANG 2.188.039.735
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
7.01.001.2.01 Perencanaan, 10.000.000

Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

7.01.001.2.02 Administrasi keuangan 2.002.178.735
perangkat daerah

7.01.001.2.06 Administrasi umum 48.461.000
perangkat daerah

7.01.01.2.07 Pengadaan barang milik 35.750.000

daerah penunjang
urusan pemerintah
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Kode

Program/Kegiatan

Program /Kegiatan

Pagu Dana
(Rp)

Ket.

daerah

7.01.001.2.08

Penyediaan jasa
penunjang urusan
pemerintahan daerah

32.400.000

7.01.001.2.09

Pemeliharaan barang
milik daerah penunjang
urusan pemerintahan
daerah

60.000.000

7.01.002

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

1.197.093.000

7.01.002.2.04

Pelaksanaan urusan
pemerintahan yang
dilimpahkan kepada
camat

1.197.093.000

7.01.005

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
URUSAN
PEMERINATAHAN
UMUM

21.002.000

7.01.005.2.01

Penyelenggaraan urusan
pemerintahan umum
sesuai penugasan kepala
daerah

21.002.000

7.01.006

PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA

141.267.000

7.01.006.2.01

Fasilitasi, rekomendasi
dan koordinasi
pembinaan dan
pengawasan
pemerintahan desa

141.267.000

Jumlah Pagu 3.547.401.735

B. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah
Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Kecamatan
Petanahan Tahun 2025 untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah
dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, dapat dilihat pada
tabel di bawah ini
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TABEL 4.11
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah
Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia

Prakiraa Perangat
Realisasi n Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kelompok Prakiraan Maju Rencana Daerah
Urusan/ Bidang/ Indikator Capaian | Capaian Sasaran Tahun 2026 Penanggung
Nomor Program/ Kegitan/ | Program/Kegiata| RKPD target jawab
Sub Kegiatan n/ Sub Kegiatan | Tahun RKPD Target Sumb Prioritas
2023 Tahun Pagu Indikatif (Rp) Lokasi er Target Pagu Indikatif
2024 2025 Dana | Nasional Daerah
(1) ) ) ) (5) ©) (7 ) © (10) (11) (12) (13) (14) (13)
7 URUSAN
KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN 3.547.401.735 3.554.455.000
. Cakupan 100% 100% 100 % 2.188.039.735 2.155.949.000
Program Penunjang
Urusan Pemerintah pelayanan Kec. Kee.
7.01.01 penunjang urusan DAU 100 % Petanahan
Daerah pemerintahan Petanahan
Kabupaten/Kota Daerah
Perencanaan, Jumlah dokumen (10 10 10 10.000.000 Peningkatan 19.000.000
Penganggaran dan Perencanaan dan |Dokumen |Dokumen |Dokumen tata kelola Kec.
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja pemerintaha Petanahan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah n yang lebih
adaptif dan
kolaboratif,
7.01.01.2.01. Kecamatan | p, zﬁfs}?:id " [Kecamatan 10
Petanahan . Petanahan. Dokumen
bersih dan
akuntabel
serta memb
erikan
pelayanan
publik yang
berkualitas
7.01.01.2.01. |Penyusunan Jumlah Dokumen |5 5 5 6.000.000| Kecamatan | DAU |Memperkua|l. Peningkata Kecamatan |5 Dokumen 13.000.000|Kec.Petanaha
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Prakiraa Perangat
Realisasi n Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kelompok Prakiraan Maju Rencana Daerah
Urusan/ Bidang/ Indikator Capaian | Capaian Sasaran Tahun 2026 Penanggung
Nomor Program/ Kegitan/ | Program/Kegiata| RKPD target jawab
Sub Kegiatan n/ Sub Kegiatan | Tahun RKPD Target Sumb Prioritas
2023 Tahun Pagu Indikatif (Rp) Lokasi er Target Pagu Indikatif
2024 2025 Dana | Nasional Daerah
1) @) ) “) (5 (6) (7 (8) 9 (10) (11) (12) (13) (14) (15)
01 Dokumen Perencanaan Dokumen |Dokumen |Dokumen Petanahan t stabilitas n Petanahan. n
Perencanaan Perangkat Daerah Polhukhan nilai
Perangkat Daerah kam dan tambah
Transforma pertanian
si dalam arti
Pelayanan luas,
Puplik UMKM,
serta
pariwisata
untuk
pemerataan
ekonomi
dan
penanggula
ngan
kemiskinan
7.01.01.2.01. |Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan |5 Laporan|5 Laporan|5 Laporan 4.000.000 Kec. Memperkua|l. Peningkatan Kantor 5 Laporan 6.000.000 Kec.
07 Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Petanahan t stabilitas profesionalis| Kec.Petanahan Petanahan
Perangkat Daerah Polhukhan me aparatur
DAU kam dan
Transforma
si
Pelayanan
Puplik
Administrasi Jumlah bulan|12 bulan (12 bulan |12 bulan 2.002.178.735|Kecamatan 1.862.749.000|Kec.Petanaha
Keuangan Perangkat |penyediaan Petanahan n
Daerah administrasi
7.01.01.2.02 Keuangan
Perangkat Daerah
7.01.01.2.02. |Penyediaan Gaji dan |Jumlah orang 17 17 17 1.988.178.735 Kec. DAU [Memperkua| 1.Peningkatan | Kec.Petanahan 17 1.822.749.000 Kec.
01 Tunjangan ASN yang Menerima orang/bul|orang/bu |Orang/bu Petanahan t stabilitas |profesionalisme orang/bula Petanahan
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Prakiraa Perangat
Realisasi n Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kelompok Prakiraan Maju Rencana Daerah
Urusan/ Bidang/ Indikator Capaian | Capaian Sasaran Tahun 2026 Penanggung
Nomor Program/ Kegitan/ | Program/Kegiata| RKPD target jawab
Sub Kegiatan n/ Sub Kegiatan | Tahun RKPD Target Sumb Prioritas
2023 Tahun Pagu Indikatif (Rp) Lokasi er Target Pagu Indikatif
2024 2025 Dana | Nasional Daerah
1) @) 3 4) (@) (6) (7 (8) &) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Gaji dan an lan lan Polhukhan aparatur n
Tunjangan ASN kam dan
Transforma
si
Pelayanan
Puplik
7.01.01.2.02. |Pelaksanaan Jumlah dokumen (12 12 12 14.000.000 Kec. DAU |Memperkua|Penerapan Kec. Petanahan|4 Dokumen 40.000.000 Kec.
03 penatausahaan dan |Penatausahaan Dokumen |Dokumen |Dokumen Petanahan t stabilitas |tatakelo Petanahan
pengujian/verfikasi |dan Pengujian/ Polhukhan |Pemerintahan
keuangan SKPD Verifikasi kam dan yang
Keuangan SKPD Transforma |terintegrasi
si melalui e-Gov
Pelayanan |dan
Puplik peningkatan
kapasitas
Aparatur
7.01.01.2.06 Jumlah bulan 12 Bulan |12 Bulan (12 Bulan 48.461.0000 Kec. DAU 12 Bulan 73.000.000 Kec.
penyediaan Petanahan Petanahan
Administrasi Umum keglgtgn .
administrasi
Perangkat Daerah
umum Perangkat
Daerah
7.01.01.2.06. |Penyediaan Jumlah paket 4 Paket |4 Paket |4 paket 2.000.000|Kec. DAU |Memperkua|Penerapan Kantor 4 Paket 5.000.000 Kec.
01 Komponen Instalasi |komponen Petanahan t stabilitas |tatakelo Kec,Petanahan Petanahan
Listrik/ Penerangan |instalasi listrik/ Polhukhan |Pemerintahan
Bangunan Kantor penerangan kam dan |yang
bangunan kantor Transforma |terintegrasi
yang disediakan si melalui e-Gov
Pelayanan |dan
Puplik peningkatan
kapasitas
Aparatur
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Prakiraa Perangat
Realisasi n Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kelompok Prakiraan Maju Rencana Daerah
Urusan/ Bidang/ Indikator Capaian | Capaian Sasaran Tahun 2026 Penanggung
Nomor Program/ Kegitan/ | Program/Kegiata| RKPD target jawab
Sub Kegiatan n/ Sub Kegiatan | Tahun RKPD Target Sumb Prioritas
2023 Tahun Pagu Indikatif (Rp) Lokasi er Target Pagu Indikatif
2024 2025 Dana | Nasional Daerah
1) @) 3 4) (@) (6) (7 (8) &) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
7.01.01.2.06. |Penyediaan bahan Jumlah Paket 12 Paket |12 Paket |12 Paket 14.761.000|Kec. DAU |Memperkua|Penerapan Kantor 12 Paket 25.000.000|Kec.
04 logistik kantor Bahan Logistik Petanahan t stabilitas |tatakelo Kec,Petanahan Petanhaan
Kantor yang Polhukhan |Pemerintahan
disediakan kam dan yang
Transforma |terintegrasi
si melalui e-Gov
Pelayanan |dan
Puplik peningkatan
kapasitas
Aparatur
7.01.01.2.06. |Penyediaan barang Jumlah Paket 12 Paket | 12 Paket | 12 Paket 8.000.000 Kec. Memperkua| Penerapan Kantor 12 Paket 12.000.000 Kec.
05 cetakan dan barang cetakan Petanahan | DAU | t stabilitas tatakelo Kec,Petanahan Petanahan
penggandaan dan penggandaan Polhukhan | Pemerintahan
yang disediakan kam dan yang
Transforma| terintegrasi
si melalui e-Gov
Pelayanan dan
Puplik peningkatan
kapasitas
Aparatur
7.01.01.2.06. |Penyediaan bahan Jumlah Dokumen 12 12 12 2.000.000 Kec. DAU [Memperkua| Penerapan Kantor 12 3.000.000 Kec,.
06 bacaan dan peraturan|bahan bacaan dan | Dokumen | Dokumen | Dokumen Petanahan t stabilitas tatakelo Kec,Petanahan | Dokumen Petanahan
perundang-undangan |peraturan Polhukhan | Pemerintahan
perundang kam dan yang
undangan yang Transforma| terintegrasi
disediakan si melalui e-Gov
Pelayanan dan
Puplik peningkatan
kapasitas
Aparatur
7.01.01.2.06. |Penyediaan bahan Jumlah Paket 12 Paket |12 Paket |12 Paket 14.000.000|Kec. DAU |Memperkua|Penerapan Kantor Kec. 12 Paket 18.000.000|Kec.
07 /material bahan /Material Petanahan t stabilitas |tatakelo Petanahan Petanahan
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Prakiraa Perangat
Realisasi n Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kelompok Prakiraan Maju Rencana Daerah
Urusan/ Bidang/ Indikator Capaian | Capaian Sasaran Tahun 2026 Penanggung
Nomor Program/ Kegitan/ | Program/Kegiata| RKPD target jawab
Sub Kegiatan n/ Sub Kegiatan | Tahun RKPD Target Sumb Prioritas
2023 Tahun Pagu Indikatif (Rp) Lokasi er Target Pagu Indikatif
2024 2025 Dana | Nasional Daerah
1) @) 3 4) (@) (6) (7 (8) &) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
yang disediakan Polhukhan |Pemerintahan
kam dan yang
Transforma |terintegrasi
si melalui e-Gov
Pelayanan |dan
Puplik peningkatan
kapasitas
Aparatur
7.01.01.2.06. |Penyelenggaraan Jumlah Laporan |12 12 12 6.000.000(Kec. DAU |Memperkua|Penerapan Kec. Petanahan|12 Laporan 8.000.000(Kec.
09 rapat koordinasi dan |penyelenggaraan |Laporan |Laporan |Laporan Petanahan t stabilitas |tatakelo Petanahan
konsultasi SKPD rapat-koordinasi Polhukhan |Pemerintahan
dan konsultasi kam dan yang
SKPD Transforma |terintegrasi
si melalui e-Gov
Pelayanan |dan
Puplik peningkatan
kapasitas
Aparatur
7.01.01.2.06. |Penatausahaan Arsip |Jumlah Dokumen (12 12 12 1.700.000|Kec. DAU |Memperkua|Penerapan Kec. 12 2.000.000|Kec.
10 Dinamis pada SKPD |penatausahaan Dokumen |Dokumen [Dokumen Petanahan t stabilitas |tatakelo Petanahan Dokumen Petanahan
arsip dinamis Polhukhan |Pemerintahan
pada SKPD kam dan yang
Transforma |terintegrasi
si melalui e-Gov
Pelayanan |dan
Puplik peningkatan
kapasitas
Aparatur
7.01.01.2.07 |Pengadaan Barang Jumlah unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 35.000.000|Kecamatan |DAU Kec. Petanahan|4 Unit 55.000.000(Kec.
Milik Daerah pengadaan barang Petanahan Petanahan
Penunjang Urusan milik daerah
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Prakiraa Perangat
Realisasi n Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kelompok Prakiraan Maju Rencana Daerah
Urusan/ Bidang/ Indikator Capaian | Capaian Sasaran Tahun 2026 Penanggung
Nomor Program/ Kegitan/ | Program/Kegiata| RKPD target jawab
Sub Kegiatan n/ Sub Kegiatan | Tahun RKPD Target Sumb Prioritas
2023 Tahun Pagu Indikatif (Rp) Lokasi er Target Pagu Indikatif
2024 2025 Dana | Nasional Daerah
1) @) 3 4) (@) (6) (7 (8) &) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pemerintah Daerah
7.01.01.2.07. |Pengadaan Mebel Jumlah Paket 2 Unit 2 Unit 2 Unit 750.000|Kec. DAU
0005 Mebel yang Petanahan
disediakan
7.01.01.2.07. |Pengadaan Peralatan [Jumlah unit 2 unit 2 Unit 2 unit 15.000.000(Kecamatan |DAU |Memperkua|Penerapan Kantor Kec. 2 Unit 35.000.000(Kec.
06 dan Mesin Lainnya peralatan dan Petanahan t stabilitas |tatakelo Petanahan Petanahan
mesin lainnya Polhukhan |Pemerintahan
yang disediakan kam dan yang
Transforma |terintegrasi
si melalui e-Gov
Pelayanan |dan
Puplik peningkatan
kapasitas
Aparatur
7.01.01.2.08 |Pengadaan Sarana Jumlah unit 2 unit 2 unit 2 unit 20.000.000|Kecamatan |DAU |- - - 2 Unit 20.000.000|Kec.
dan Prasarana Sarana dan Petanaahn Petanahan
Gedung Prasarana Gedung
Kantor/bangunan Kantor/bangunan
Lainnya Lainnya yang
disediakan
7.01.01 Penyediaan Jasa Jumlah bulan 12 Bulan |12 Bulan |12 Bulan 32.400.000|Kec. DAU Kec. Petanahan|12 Bulan 28.200.000|Kec.
Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Petanahan Petanahan
Pemerintahan Daerah |Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
7.01.01.2.08. |Penyediaan Jasa Jumlah Laporan |12 12 12 400.000|Kec. DAU |Memperkua|Penerapan Kec. Petanahan|12 Laporan Kec.Petanaha
01 Surat Menyurat penyediaan jasa |Laporan |Laporan |Laporan Petanahan t stabilitas |tatakelo n
surat menyurat Polhukhan |Pemerintahan
kam dan |yang
Transforma |terintegrasi
si melalui e-Gov Kec.
Pelayanan |dan Petanahan
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Prakiraa Perangat
Realisasi n Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kelompok Prakiraan Maju Rencana Daerah
Urusan/ Bidang/ Indikator Capaian | Capaian Sasaran Tahun 2026 Penanggung
Nomor Program/ Kegitan/ | Program/Kegiata| RKPD target jawab
Sub Kegiatan n/ Sub Kegiatan | Tahun RKPD Target Sumb Prioritas
2023 Tahun Pagu Indikatif (Rp) Lokasi er Target Pagu Indikatif
2024 2025 Dana | Nasional Daerah
1) @) 3 4) (@) (6) (7 (8) &) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Puplik peningkatan
kapasitas
Aparatur
7.01.01.2.08. |Penyediaan Jasa Jumlah Laporan (12 12 12 27.000.000{Kecamatan |DAU |Memperkua|Penerapan Kec. Petanahan|12 Laporan 20.000.000(Kec.
02 Komunikasi, Sumber |Penyediaan Jasa |Laporan |Laporan |[Laporan Petanahan t stabilitas |tatakelo Petanahan
Daya Air dan Listrik |Komunikasi Polhukhan |Pemerintahan
Sumber Daya Air kam dan yang
dan Listrik yang Transforma |terintegrasi
disdiakan si melalui e-Gov
Pelayanan |dan
Puplik peningkatan
kapasitas
Aparatur
7.01.01.2.08. |Penyediaan Jasa Jumlah Laporan |12 12 12 5.000.000(Kec. DAU |Memperkua|Penerapan Kec. Petanahan|12 Laporan 6.700.000|Kec.
04 Pelayanan Umum Penyediaan Jasa |Laporan |Laporan |Laporan Petanahan t stabilitas |tatakelo Petanahan
Kantor pelayanan Umum Polhukhan |Pemerintahan
Kantor yang kam dan yang
disediakan Transforma |terintegrasi
si melalui e-Gov
Pelayanan |dan
Puplik peningkatan
kapasitas
Aparatur
7.01.01.2.09 |Pemeliharaan Barang |Jumlah Unit 16 Unit |16 Unit |16 Unit 60.000.000|Kecamatan |DAU |Memperkua|Penerapan Kantor 16Unit 118.000.000(Kec.
Milik Daerah Pemeliharaan Petanahan t stabilitas |tatakelo Kec.Petanahan Petanahan
Penunjang Urusan Barang Milik Polhukhan |Pemerintahan
Pemerintahan Daerah |Daerah Penunjang kam dan |yang
Urusan Transforma |terintegrasi
Pemerintahan si melalui e-Gov
Daerah Pelayanan |dan
Puplik peningkatan
kapasitas
Aparatur
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Prakiraa Perangat
Realisasi n Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kelompok Prakiraan Maju Rencana Daerah
Urusan/ Bidang/ Indikator Capaian | Capaian Sasaran Tahun 2026 Penanggung
Nomor Program/ Kegitan/ | Program/Kegiata| RKPD target jawab
Sub Kegiatan n/ Sub Kegiatan | Tahun RKPD Target Sumb Prioritas
2023 Tahun Pagu Indikatif (Rp) Lokasi er Target Pagu Indikatif
2024 2025 Dana | Nasional Daerah
1) @) 3 4) (@) (6) (7 (8) &) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
7.01.01.2.09. |Penyediaan Jasa Jumlah 6 Unit 6 Unit 6 Unit 46.000.000|Kec. DAU |Memperkua|Penerapan Kantor Kec. 6 Unit 40.000.000|Kec.
02 Pemeliharaan, Biaya |Kendaraan Dinas Petanahan t stabilitas |tatakelo Petanahan Petanahan
Pemeliharaan, Pajak |Operasional atau Polhukhan |Pemerintahan
dan Perizinan Lapanganyang kam dan yang
Kendaraan Dinas dipelihara dan Transforma |terintegrasi
Operasional atau dibayarkan pajak si melalui e-Gov
Lapangan dan perizinan Pelayanan |dan
nya. Puplik peningkatan
kapasitas
Aparatur
7.01.01.2.09. |Pemeliharaan Mebel |Jumlah Mebel 6 unit 2.000.000|Kecamatan |DAU Kantor Kec. 6 Unit 8.000.000
yang dipelihara Petanahan Petanahan
7.01.01.2.09. |Pemeliharaan Jumlah Peralatan |8 Unit 8 Unit 8 Unit 2.000.000(Kec. DAU |Memperkua|Penerapan Kantor 8 Unit 6.000.000|Kec.
06 Peralatan dan Mesin |dan Mesin Lainnya Petanahan t stabilitas |tatakelo Kec.Petanahan Petanahan
lainnya yang dipelihara. Polhukhan |Pemerintahan
kam dan yang
Transforma |terintegrasi
si melalui e-Gov
Pelayanan |dan
Puplik peningkatan
kapasitas
Aparatur
7.01.01.2.09. |Pemeliharaan Jumlah Gedung |2 Unit 2 Unit 2 Unit 10.000.000(Kecamatan |DAU |Memperkua|Penerapan Kantor 2 Unit 64.000.000
09 /Rehabilitasi Gedung |[Kantor dan Petanahan t stabilitas |tatakelo Kec.Petanahan
Kantor dan Bangunan |bangunan lainnya Polhukhan |Pemerintahan
Lainnya. yang dipelihara/ kam dan yang
direhabilitasi Transforma |terintegrasi
si melalui e-Gov Kec.
Pelayanan |dan Petanahan
Puplik peningkatan
kapasitas
Aparatur
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Prakiraa Perangat
Realisasi n Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kelompok Prakiraan Maju Rencana Daerah
Urusan/ Bidang/ Indikator Capaian | Capaian Sasaran Tahun 2026 Penanggung
Nomor Program/ Kegitan/ | Program/Kegiata| RKPD target jawab
Sub Kegiatan n/ Sub Kegiatan | Tahun RKPD Target Sumb Prioritas
2023 Tahun Pagu Indikatif (Rp) Lokasi er Target Pagu Indikatif
2024 2025 Dana | Nasional Daerah
1) @) 3 4) (@) (6) (7 (8) &) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
7 KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM Prosentase 100% 100 % 100% 1.197.093.000|Kec. DAU Kantor 100 % 1.226.006.000|Kec.
PENYELENGGARAAN |Cakupan Petanahan Kec.Petanahan Petanahan
PEMERINTAHAN DAN |Penyelenggaraan
PELAYANAN PUBLIK |Pemerintahan dan
Pelayanan Publik.
7.01.02.2.04 |Pelaksanaan Urusan |Presentase 100% 100% 100% 1.197.093.000|Kec. DAU Kantor 100% 1.226.006.000|Kec.
Pemerintahan yang terlaksana Petanahan Kec.Petanahan Petanahan
Dilimpahkan kepada |nya urusan
Camat Pemerintahan
yang Dilimpahkan
kepada Camat
Sub. Kegiatan: DAU
7.01.01.2.04. |Pelaksanaan Urusan |Jumlah Laporan (9 Laporan|9 9 Laporan 38.087.000|Kecamatan |DAU Kantor 9 Laporan 67.000.000|Kec.
02 Pemerintahan yang |pelaksanaan Non Laporan Petanahan Kec.Petanahan Petanahan
terkait dengan Non perijinan pada
Perizinan urusan
Pemerintahan
Sub. Kegiatan Jumlah Laporan |21 21 21 1.159.006.000|Kecamatan |DAU Kantor 21 Desa 1.159.006.000;(Kec.
Pelaksanaan Urusan |Pelaksanaan Laporan |Laporan |Laporan Petanahan Kec.Petanahan Petanahan
Pemerintahan yang |kewenangan lain
terkait dengan yang dilimpahkan
kewenangan lain yang
dilimpahkan.
PROGRAM Cakupan 100% 100% 100%
PENYELENGGARAAN |Terselenggaranya Kecamatan Kantor Kec.
7.01.05 URUSAN Urusan 21.002.000 Petanahan DAU - - Kec.Petanahan 100 % 15.000.000|Petanahan
PEMERINTAHAN Pemerintahan
UMUM Umum
7.01.05.2.01 |Penyeleng Jumlah kegiatan |2 2 2 21.002.000|Kec. DAU - Kantor 2 kegiatan 15.000.000
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Prakiraa Perangat
Realisasi n Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kelompok Prakiraan Maju Rencana Daerah
Urusan/ Bidang/ Indikator Capaian | Capaian Sasaran Tahun 2026 Penanggung
Nomor Program/ Kegitan/ | Program/Kegiata| RKPD target jawab
Sub Kegiatan n/ Sub Kegiatan | Tahun RKPD Target Sumb Prioritas
2023 Tahun Pagu Indikatif (Rp) Lokasi er Target Pagu Indikatif
2024 2025 Dana | Nasional Daerah
1) @) 3 4) (@) (6) (7 (8) &) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
garaan Urusan penyelenggaraan |Kegiatan |[Kegiatan |Kegiatan Petanahan Kec.Petanahan
Pemerintahan Umum |urusan
sesuai penugasan pemerintahan Kec.
Kepala Daerah umum sesuai Petanahan
penugasan Kepala
Daerah
7.01.05.2.01. |Pembinaan Wawasan |Jumlah Orang 2 Orang |2 Orang |2 Orang 21.002.000(Kec. DAU |Memperkua|Penerapan Kantor 2 Orang 15.000.000(Kec.
01 Kebangsaan dan yang mengikuti Petanahan t stabilitas |tatakelo Kec.Petanahan Petanahan
Ketahanan Nasional |Pembinaan Polhukhan |Pemerintahan
dalam rangka wawasan kam dan yang
memantapkan kebangsaan dan Transforma |terintegrasi
pengamalan Ketahanan si melalui e-Gov
Pancasila, Nasional dalam Pelayanan |dan
pelaksanaan UUD rangka Puplik peningkatan
Negara Republik memantapkan kapasitas
Indonesia tahun pengamalan Aparatur
1945, Pelestarian Pancasila,
Bhinneka Tunggal Ika |pelaksanaan UUD
serta Pemertahanan |Negara Republik
dan Pemeliharaan Indonesia tahun
Keutuhan NKRI 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal
Ika serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan
Keutuhan NKRI
7.01.06 Program Pembinaan |Cakupan 100% 100% 100 % 141.267.000|Kec. DAU |- - Kantor 100 % 157.500.000Kec.
dan Pengawasan Pembinaan dan Petanahan Kec.Petanahan Petanahan
Pemerintahan Desa |Pengawasan
Pemerintahan
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Prakiraa Perangat
Realisasi n Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kelompok Prakiraan Maju Rencana Daerah
Urusan/ Bidang/ Indikator Capaian | Capaian Sasaran Tahun 2026 Penanggung
Nomor Program/ Kegitan/ | Program/Kegiata| RKPD target jawab
Sub Kegiatan n/ Sub Kegiatan | Tahun RKPD Target Sumb Prioritas
2023 Tahun Pagu Indikatif (Rp) Lokasi er Target Pagu Indikatif
2024 2025 Dana | Nasional Daerah
1) @) 3 4) (@) (6) (7 (8) &) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Desa
7.01.06.2.01 |Fasilitasi, Rekomen Jumlah fasilitasi, |44% 44% 44% 141.267.000|Kec. DAU |- - Kantor 44 % 157.500.000|Kec.
dasi dan Koordinasi |rekomendasi dan Petanahan Kec.Petanahan Petanahan
Pembinaan dan koordinasi
Pengawasan pembinaan dan
Pemerintahan Desa |pengawasan
pemerintahan
7.01.06.2.01. |Fasilitasi Pengelolaan |Jumlah Dokumen |13 13 13 31.545.000(Kec. DAU |Memperkua|Penerapan Kantor 21 Desa 47.000.000|Kec.
03 Keuangan Desa dan |yang difasilitasi Dokumen |Dokumen [Dokumen Petanahan t stabilitas |tatakelo Kec.Petanahan Petanahan
Pendayagunaan Aset |dalam rangka Polhukhan |Pemerintahan
Desa pengelolaan kam dan yang
keuangan desa Transforma |terintegrasi
dan si melalui e-Gov
pendayagunaan Pelayanan |dan
aset desa Puplik peningkatan
kapasitas
Aparatur
7.01.06.2.01. |Fasilitasi Pelaksanaan|Jumlah dokumen |19 19 19 5.600.000(Kec. DAU |- - Kantor 19 2.500.000|Kec.
08 Pemilihan Kepala fasilitasi dalam dokumen |dokumen |dokumen Petanahan Kec.Petanahan |dokumen Petanahan
Desa rngka pelaksanaan
pemilihan Kepala
Desa
7.01.06.2.01. |Fasilitasi Sinkronisasi|Jumlah dokumen (2 2 2 18.000.000|Kec. DAU |Memperkua|Penerapan Kantor 2 Dokumen 20.000.000
09 Perencanaan sinkronisasi Dokumen |Dokumen [Dokumen Petanahan t stabilitas |tatakelo Kec.Petanahan
Pembangunan Daerah|perencanaan Polhukhan |Pemerintahan Kec.
dengan Pembangunan |pembangunan kam dan yang Petanahan
Desa daerah dengan Transforma |terintegrasi
pembangunan si melalui e-Gov
desa Pelayanan |dan
Puplik peningkatan
kapasitas
Aparatur
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Prakiraa Perangat
Realisasi n Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kelompok Prakiraan Maju Rencana Daerah
Urusan/ Bidang/ Indikator Capaian | Capaian Sasaran Tahun 2026 Penanggung
Nomor Program/ Kegitan/ | Program/Kegiata| RKPD target jawab
Sub Kegiatan n/ Sub Kegiatan | Tahun RKPD Target Sumb Prioritas
2023 Tahun Pagu Indikatif (Rp) Lokasi er Target Pagu Indikatif
2024 2025 Dana | Nasional Daerah
1) @) 3 4) (@) (6) (7 (8) &) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
7.01.06.2.01. |Fasilitasi Jumlah dokumen (2 2 2 11.000.000|Kecamatan |DAU |Memperkua|Penerapan Kantor 2 dokumen 11.000.000
11 Penyelenggaraan dalam rangka dokumen |dokumen |dokumen Petanahan t stabilitas |tatakelo Kec.Petanahan
Ketentraman dan penyelenggaraan Polhukhan |Pemerintahan
Ketertiban Umum ketenteraman dan kam dan yang Kec.
ketertiban umum Transforma |terintegrasi Petanahan
si melalui e-Gov
Pelayanan |dan
Puplik peningkatan
kapasitas
Aparatur
7.01.06.2.01. |Fasilitasi Penyusunan [Jumlah dokumen (2 2 2 24.000.000(Kec. DAU |Memperkua|Penerapan Kantor 2 Dokumen 25.000.000(Kec.
13 Perencanaan Fasilitasi dalam Dokumen |Dokumen |Dokumen Petanahan t stabilitas |tatakelo Kec.Petanahan Petanahan
Pembangunan rangka Polhukhan |Pemerintahan
Partisipatif Perencanaan kam dan yang
Pembangunan Transforma |terintegrasi
Partisipatif si melalui e-Gov
Pelayanan |dan
Puplik peningkatan
kapasitas
Aparatur
7.01.06.2.01. |Fasilitasi Penyusunan [Jumlah dokumen (4 4 4 41.000.000|Kec. DAU |Memperkua|Penerapan Kantor 4 Dokumen 41.000.000|Kec.
16 Program dan fasilitasi dalam Dokumen |Dokumen |Dokumen Petanahan t stabilitas |tatakelo Kec.Petanahan Petanahan
Pelaksanaan rangka Polhukhan |Pemerintahan
Pemberdayaan Pelaksanaan kam dan yang
Masyarakat Desa pemberdayaan Transforma |terintegrasi
masyarakat desa si melalui e-Gov
Pelayanan |dan
Puplik peningkatan
kapasitas
Aparatur
7.01.06.2.01. |Koordinasi Jumlah Laporan |2 Laporan|2 2 10.122.000|Kecamatan |DAU |Memperkua|Penerapan 2 Laporan 11.000.000|Kec.
17 Pendampingan Desa |hasil koordinasi Laporan |Laporan Petanahan t stabilitas |tatakelo Petanahan
di Wilayahnya pendampingan Polhukhan |Pemerintahan
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Prakiraa Perangat
Realisasi n Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kelompok Prakiraan Maju Rencana Daerah
Urusan/ Bidang/ Indikator Capaian | Capaian Sasaran Tahun 2026 Penanggung
Nomor Program/ Kegitan/ | Program/Kegiata| RKPD target jawab
Sub Kegiatan n/ Sub Kegiatan | Tahun RKPD Target Sumb Prioritas
2023 Tahun Pagu Indikatif (Rp) Lokasi er Target Pagu Indikatif
2024 2025 Dana | Nasional Daerah
1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Desa di kam dan yang
Wilayahnya. Transforma |terintegrasi
si melalui e-Gov
Pelayanan |dan
Puplik peningkatan
kapasitas
Aparatur
3.547.401.735 3.554.455.000
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BAB V
PENUTUP

Renja Kecamatan Petanahan Tahun 2025 merupakan implementasi
dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang
mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyiapkan
Renja-SKPD.

Renja Kecamatan Petanahan Tahun 2025 memiliki kedudukan
strategis yang menghubungkan antara perencanaan pembangunan di
Kecamatan Petanahan dengan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024, Serta
keterkaitan dengan Rencana Strategis Kecamatan Petanahan Tahun 2016-
2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2021-2026.

Semoga Rencana Kerja Kecamatan Petanahan Tahun 2025 ini dapat
menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan
Petanahan pada tahun 2025. Serta dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan
Kecamatan Petanahan dalam rangka peningkatan kapasitas birokrasi,
layanan publik, pembangunan fisik disegala bidang yang berkualitas untuk
mewujudkan pencapaian visi dan misi Bupati/Wakil Bupati.

Petanahan, 11 Juli 2024
XI?It\CA\MAT PETANAHAN

P

NIP : 19840426 200312 1 001
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